BAB IV
HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil kajian ini dilakukan raedategratif dengan
memadukan antara data hasil kajian lapangan, kbjexatur dan hasil studi dengan para
pakar manajemen koperasi. Pembahasan berikut adatak memberikan jawaban yang
komprehensif apakah praktek perkoperasian di leggangang berdasarkan sistem
perundangan yang berlaku di Indonesia mengalanddtandan jika mengalami kendala
bagaimana solusi yang ditawarkan. Pembahasanulldakper variabel secara berurutan

sesuai denganerm of Reference

4.1 MAZHAB PENGEMBANGAN KOPERASI

Dari berbagai penjelasan tentang mazhab dalam ekcst@aupun koperasi, antara
lain penjelasan mazhab ekonomi dari William Kapp dore L Kapp yang dikutip oleh
Wahyu Sukotjo (1992) yang mengartikan mazhab ekonoserta penjelasan Wahyu
Sukotjo (1992) sendiri untuk mazhab koperasi, ma&pat saya simpulkan bahwa yang
dimaksud dengan mazhab dalam mazhab koperasihasaédu sistem pemikiran yang
menjadi landasan gerak bagi pihak Pemerintah ddmakpigerakan koperasi untuk
mengembangkan koperasi. Dari telusuran literatugpat ditemui adanya dua
pengelompokan mazham/ sistem pemikiran pentingmenpengembangan koperasi, yaitu
pertama sistem pemikiran nominalis — esensialis, dan &eslatem pemikiran sosialis —
tolok ukur koperasi — persemakmuran koperasi — tegpelunia ketiga. Uraian di bawah
ini akan mengupas masing-masing kelompok sistemilkp@m dan mensintesiskan di

antara keduanya.
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4.1.1 Mazhab/Sistem Pemikiran esensialis — nominali

Sistem pemikiran esensialis — nominalis antara thkemukan oleh Hanel
(1989). Dalam hal ini Hanel (1989:27) mengemukakahwa ada dua pendekatan
dalam mendefinisikan koperasi baidalam teori maupun praktek. Kedua
pendekatan yang dimaksud yaitu, pertama, pendelkatah esensialis(pengertian
koperasi menurut hukum) dan kedua, pendekatarah nominalis (pengertian
koperasi menurut ekonomi). Pendekatan ilmiah eakngiegal sensgadalah suatu
pendekatan dalam mendefinisikan koperasi selaltitiketiolak dari prinsip-prinsip
koperasi, terutama prinsip-prinsip koperasi yanterdpkan oleh para pelopor
koperasi. Pendekatan ilmiah esensialis beranggbphawa prinsip-prinsip koperasi
itu di satu pihak, memuat sejumlah nilai, norman dajuan konkrit yang harus
ditemukan pada semua koperasi. Di pihak lain, gripansip tersebut merupakan
prinsi-prinsip pengembangan organisasi dan pedgredoman kerja yang pragmatis,

yang hanya berhasil diterapkan pada keadaan-keaeldamntu saja.

Berikut ini disajikan pengertian atau definisi koasi menurut pendekatan ilmiah
esensialis (pengertian koperasi menurut hukum) gsebaberikut: menurut
rekomendasi Organisasi Buruh Internasional Intefnational Labour

Organization/ILO)Tahun 1986 Nomor 127, Pasal 12 ayat (1) menyathiibwa:

“Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yangkubgpul secara
sukarela untuk berusaha bersama mencapai suatantupersama
melalui suatu organisasi yang dikontrol secara deatis, bersama-
sama berkontribusi sejumlah uang dalam menbentuklamgang
diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebnthbersedia turut
bertanggungjawab menaggung risiko dari kegiatarsebert, turut
menikmati manfaat usaha bersama tersebut sesugamédmntribusi
permodalan yang diberikan orang-orang tersebutukiean orang-orang
tersebut secara bersama-sama dan langsung turutanfsatkan
organisasi tadi”.
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Aliansi Koperasi Internasionallinfternational Cooperative Alliance/ICA)
tahun 1995 mendefinisikan Koperasi sebagai berifdperasi adalah perkumpulan
orang-orang yang mandiratonomous)ersatu secara sukarela untuk memenuhi
kepentingan bersama dalam bidang ekonimi, sosiadlaya, dan aspirasi, melalui
suatu badan usahé#enterprise) yang dimiliki bersama dan dikontrol secara

demokratis”.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentaatkgperasian,

dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“ bahwa koperasi adalah usaha yang beranggotakagy ceorang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatdvergiasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonoakiyat yang

berdasar atas asas kekeluargaan; ayat (2) Perk@emdalah segala
sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi; ay#ta@erasi Primer

adalah Koperasi yang didirikan oleh dan berangguotakrang-seorang;
ayat (4) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yangildid oleh dan

beranggotakan Koperasi; ayat (5) Gerakan Kopededah keseluruhan
organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yemgifat terpadu

menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi”.

Berbeda dengan pendapat para esensialis, maka uhemngertian
nominalis, yang sesuai dengan pendekatan ilmiahemodalam ilmu ekonomi
koperasi, koperasi adalah lembaga-lembaga atawnieggirorganisasi yang tanpa
memperhatikan bentuk hukum atau wujudnya mementaria tersebut di bawah
ini (Dufler, 1974:9; Munkner, 1976:5, Hanel, 1989).2
(1) Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelomptds dasar sekurang-

kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang saslartipok Koperasi).
(2) Anggota-anggota kelompok koperasi secara indivitbealekad mewujudkannya,
yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial meretaalui usaha bersama dan

saling tolong menolong (Swadaya dari Kelompok Kapgr

(3) Sebagai instrumen (wahana) untuk mewujudkannyahdalatu perusahaan yang
dimiliki dan dibina secara bersama (Perusahaan taspe

27



(4) Perusahaan Koperasi itu ditugaskan untuk menurijapgntingan para anggota
koperasi itu, dengan cara menyediakan atau menawdrirang dan jasa yang
dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekan@ni yaitu dalam
perusahaan atau rumah tangganya masing-masingaWiijugas dan Promosi
Anggota)

Antara kedua pendekatan memang sepertinya meruplaieakutub pemikiran
yang berbeda. Dari kajian yang dilakukan antana dimaksudkan untuk mencari
titik terang konsep mana yang cocok dikembangkaokukoperasi di Indonesia ke

depan, apakah koperasi berdasarkan konsep essasslinominalis.

Namun di antara kedua pendapat esensialis dan abspikalau ditelusuri
lebih cermat, ternyata selain ada perbedaan, agm Kesamaan.Perbedaannya
pertama: konsep esensialis lebih berpegang ke dukum dan prinsip-prinsip
koperasi, sedangkan konsep nominalis lebih berpifafjmatis yang berlandaskan

kepada adanya kesamaan kepentingan dari para ariggurasi.

Sedangkan yang menjadiesamaanantara kedua mazhab adafartama:
baik pendekatan esensialis maupun pendekatan nienikadua-duanya melihat
koperasi sebagai organisasi yang mempunyai pridsigtitas gandad@al identity),
yaitu anggota sebagai pemilibwnel) dan anggota sebagai pelanggase() yang
dalam kegiatannya melakukan usaha bersama untuntiegan bersama. Namun
prinsip identitas ini harus diterapkan dalam artid, karena perusahaan-perusahaan
koperasi juga melakukan usahanya dengan bukan &ndgo memperoleh dukungan
dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang tidékepentingan secara langsung
kepada pelayanan, tetapi menunjang keberhasildkempéangan koperasi (Hanel,
1989:30).Kesamaan keduadalah koperasi dipandang merupakan organisagi ya
otonom yang berada dalam lingkungan sosial ekomnlamidan sistem ekonomi, yang

memungkinkan setiap individu dan setiap kelompokngr merumuskan tujuan-
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tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan+tujita melalui aktivitas-

aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama.

Untuk penerapannya dalam perkoperasian di Indangka dicermati dari
peraturan perundangan tentang perkoperasian yalagiedapat disimpulkan bahwa
perkoperasian Indonesia merupakan penerapan cam@aradua mazhab nominalis
dan esensialis. Alasan kesimpulan ini adalah:Oihat dari arti perkoperasian
seperti dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undangoPerksian...” bahwa koperasi
adalah usaha yang beranggotakan orang seoranppadan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kadpeeksligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeludrga@arnyataam berdasarkan
prinsip koperasi dan atas asas keleuargaan tergdfsitmerupakan penegasan aspek
esensial dari koperasi. (2) Dalam perkoperasi@onasia diberlakukan 7 (tujuh)
prinsip koperasi yang secara dengan tegas menkgarigilai-nilai dasar (esensial)
dari perkoperasian. Hal ini dinyatakan dalam Undandang Perkoperasian Pasal . 5,
(3) Koperasi Indonesia bertujuan untuk promosinekoi anggota, pembagian Sisa
Hasil Usaha secara adil sebanding dengan besaasga ysaha masing-masing,
koperasi juga harus memberikan Manfaat Ekonomi tang (MEL) kepada anggota
berupa selisih harga dengan harga pasar sepedhafiklaki oleh PSAK No 27.

Pernyataan-pernyataan ini menggambarkan aspek atismiari koperasi.

4.1.2 Mazhab/Sistem Pemikiran: Sosialis — Tolok Uk Koperasi — Persemakmuran

Koperasi — Koperasi Dunia Ketiga

Empat mazhab/sistem pemikiran koperasi sepertiigkin dalam sub-

judul di atas adalah sistem pemikiran yang dikemubigh Wahyu Sukotjo (1992),
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namun pemikiran Wahyu Sukotjo sendiri adalah med@papengembangan dari
pemikiran yang disampaikan oleh Paul Herbert Casse1952). Casselman merinci
ada empat mazhab yaitu: (1) mazhab koperasi Sodtake socialist school of
cooperativel (2) mazhab Tolok Ukur Koperasthé competitive or cooperative
Yardstick scho9) (3) mazhab Persemakmuran Koperasi (theoperative
commonwealth schooljlan (4) mazhab koperasi lainnya, antara lain NjrRerancis.
Berdasarkan pemikiran dari Casselman ini, Wahyu k&ge kemudian lebih
menspesifikan sistem pemikiran yang keempat mergmstém pemikiran Koperasi

Dunia Ketiga.

Mazhab Koperasi Sosialis melihat koperasi sebagiaissstem dari sistem
sosialis/lkomunis, atau sebagai batu loncatan/laparsiapan bagi suatu negeri
sosialis’lkomunis. Mazhab Tolok Ukur Koperasi menzarglkoperasi sebagai sarana
untuk mengendalikan keburukan-keburukan yang adda paistem kapitalis.
Gambaran mengenai mazhab Tolok Ukur Koperasi an&éimna (a) menerima tata
ekonomi campuran, (b) menganie institutional economic balance theoygng
mengidamkan keseimbangan yang serasi antara seijara, koperasi dan swasta,
serta (c) menginginkan agar usaha ekonomi yangkseelakan ketiga prinsip sosial
kerjasama, keadilan sosial dan pemerataan harataklkgan untuk memaksa sistem
usaha yang mengejar laba dapat dibendung eksesnglisdMazhab Persemakmuran
koperasi mengidamkan tatanan ekonomi dan masyaiak&ina koperasi merupakan
lembaga ekonomi yang dominan. Perusahaan milik tawagnempati nomor dua,
jadi sama sekali kebalikan dari keadaan yang &itaut di banyak negara dewasa ini.
Sedangkan tentang pengertian mazhab Koperasi Dei@a, Wahyu Soekotjo

menjelaskan bahwa mungkin saja tidak dapat ditemgk#u sistem pemikiran yang

30



jelas dan tajam, namun pada mazhab ini terdapat ysolg cukup uniform maupun
kesamaan pendekatan yang menyatukan koperasi a@iansgdang berkembang yaitu
mengakui, menerima peranan pemerintah dalam membdmperasi, dalam rangka

pembangunan nasionalnya.

Dari uraian tentang keempat mazhab koperasi dj agds alur pikir yang
dapat diambil adalah bahwa keempat mazhab tersmleaggambarkan proporsi
peran pemerintah dalam pengembangan koperasi. Daddrmi, menurut mazhab
koperasi sosialis peranan pemerintah etatistisenumut mazhab Tolok Ukur
Koperasi peranan pemerintah dan koperasi salinggisienmenurut mazhab
Persemakmuran peranan pemerintah dan koperasg selimtegrasi jadi satu, dan
menurut mazhab Koperasi Dunia Ketiga peranan peta@ridalam pembangunan
koperasi diakui/tidak ditolak gerakan koperasi. Jperanan pemerintah itu sendiri
dapat berbeda-beda menurut keadaan dan kebutuhperako serta taraf

perkembangan gerakan.

Untuk implementasinya Indonesia, secara cit@-&hlau menyimak
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 yang belum ddemaan, dengan tegas
dinyatakan  bahwa “perekonomian disusun sebagahaudzersama atas asas
kekeluargaan”. Dan dalam penejelasannya disebuthwa bangun perekonomian
yang dikehendaki adalah koperasi . Ini pula yarsgrdpaikan oleh Moh Hatta
(1991) bahwa “suatu perekonomian nasional yanddsar atas koperasi, inilah ideal
kita.” Dengan dasar ini, dapat disimpulkan bahsegara cita-cita, mazhab koperasi
yang ingin kita anut adalah Mazhab Persemakmuradamun cita-cita yang
digariskan oleh Pasal 33 Undang-undang Dasr 194§ palum diamandemen itu di

Indonesia belum terwujud. Tetapi dari pengalamanduainia pun, seperti yang
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disampaikan oleh Munker (1983) yang dikutip oleha Soekotjo (1992) bahwa
“di masa lalu, usaha untuk mendirikan persemakmucgerasi atau suatu republik
koperasi (epublica cooperativaseperti Republik Koperasi Guyana, ternyata telah

kurang berhasil.”

Namun, jika merujuk kepada pasal 33 Undang-undaagaD1945 yang
telah diamandemen bahwa dalam pasal (4) disebutRarekonomian basional
diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonongameprinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasagklingan, kemandirian serta
dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesakoaomi nasional’. Dari
ayat ini penulis dapat sampaikan beberapa tafseaagai berikut: (1) pasal ini tidak
dengan tegas menyebutkan bahwa koperasi atau bbatldn usaha lain sebagai
badan usaha yang dominan dalam perekomian, mefaipkaal ini menekankan
kepada penciptaan sebuah “sistem ekonomi”. (2)|Fasaengharapkan terciptanya
keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan kesatk@rorei nasional. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan ipatditafsirkan sebagai sebuah
harapan terciptanya sebuah sistem ekonomi yang palean satu kesatuan dari
semua pelaku ekonomi yang mencakup koperasi, BUMMN sivasta. Pikiran ini
semaksud dengan pikiran dalam mazhab Tolok Ulyekasi yang “ mengidamkan
keseimbangan yang serasi antara sektor negara,raeppean swasta’ dan
menghendaki “agar usaha ekonomi yang melaksanalatigak prinsip sosial
kerjasama, keadilan sosial dan pemerataan”. Dedgamkian dapat disimpulkan
bahwa sistem ekonomi yang dikehendaki oleh ayaPékal 33 UUD 1945 yang
telah diamandemen adalah sejalan dengan Mazhak Da&ur Koperasi. Dengan

kata lain, kita boleh menafsirkan bahwa Undang-ngddasar kita memberikan
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peluang yang sama terhadap BUMN, swasta dan koparak berkembang. Namun
demikian, dalam amandemen itu ditegaskan bahwa sepemtuk badan usaha

(BUMN, swasta ataupun koperasi) harus berlandaksi&pada prinsip efisiensi.

4.1.3 Sintesis di antara Kedua Pengelompokan Mazha

Berdasarkan uraian tentang mazhab koperasi, antazhab esensialis —
nominalis dan mazhab yang empat (Sosialis, TolokrUWoperasi, Persemakmuran,
Dunia Ketiga), maka dapat diambil sebuah sintedavhapenerapan dari sistem
pemikiran esensialis — nominalis lebih memberikanduan kepada pihak gerakan
koperasi dalam mengoperasionalkan dan mengembankiaerasi di lapangan,
apakah lebih kepada aspek-aspek esensial nilaikufzerasi ataukah lebih kepada
aspek-aspek rasional ekonomis koperasi. Sedangkwmzhab yang empat lebih
menerangkan kepada proporsi peran pemerintah daéamgembangan koperasi di

suatu negara.

Untuk implementasinya Indonesia, secara cit@-&hlau menyimak
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 nampak bahwaihgegekonomian yang
dikehendaki adalah koperasi sebagai soko gurim@)talni pula yang disampaikan
oleh Moh Hatta (1991) bahwa “suatu perekonomiasiamal yang berdasar atas
koperasi, inilah ideal kita.” Dengan dasar inipatdisimpulkan bahwa, secara cita-
cita, mazhab koperasi yang ingin kita anut adalazib Persemakmuran. Namun
jika mengacu kepada Pasal 33 Undang-undang dadarybhg telah diamandemen,
maka sistem perekonomian yang dikehendaki sejaagah pikiran yang dinyatakan

oleh mazhab Tolok Ukur Koperasi.
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Namun demikian, jika dipertanyakan apakah kopetalkidonesia ke depan
perlu bermazhab? Sebagai Tenaga Ahli Koperasi ddajan ini penulis ingin

menjelaskan sebagai berikut:

(1) Mazhab pada dasarnya adalah sebuah sistemipmyang sifatnya kontekstual,
artinya sistem pemikiran ini lahir karena kondiandsituasi spesifik sesuai zaman
dan tempat. Artinya mazhab itu tidaklah berartusés yang harus dianut bulat-
bulat oleh suatu negara. Setiap negara menkidikdisi spesifik, baik secara

struktur sosial maupun struktur ekonominya.

(2) Kekhasan yang ada di setiap negara, termasldnésia, mestinya menghasilkan

sistem pemikirtan tersendiri yang tepat tentangyperbangan koperasi.

(3) Bahwa dalam struktur sosial dan struktur pemekeian Indonesia yang masih
kental dicirikan dengan dualistik, perlunya perapdrasi sebagai media untuk

penyeimbang ketimpangan struktural telah diakun slemua pihak.

(4) Sesuai dengan kesimpulan yang telah disampaikatas bahwa semua mazhab
menyatakan perlunya peranan/dukungan pemerintdmdgengembangan
koperasi, maka di Indonesia pun peranan/dukungaemerintah diperlukan
dalam pengembangan koperasi, mengingat bahwa Ilgippela umumnya

dibentuk oleh orang-orang yang secara stukturalsesonomi berada di bawabh.

(5) Namun, sebagai sebuah lembaga ekonomi yang haenerapkan prinsip-prinsip
efisiensi koperasi, dan diharapkan harus berkedinagan secara mandiri, maka
pendirian dan pengembangan koperasi haruslah didasatas kajian kelayakan
baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lain-lainkldalam lingkup lokal ataupun

regional. Sebab dari pengalaman di negara-negaig k@perasinya telah maju,
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ternyata koperasi akan berkembang baik pada komtauiitoditi tertentu dan
pada situasi pasar tertentu. Sebagai contoh, dmBen koperasi berkembang
sangat baik pada komoditi pertanian khususnya b&lsu, sapi potong dan
pengadaan sarana produksi pertanian, namun kopdraflenmark kurang
berhasil dalam pengadaan mesin-mesin dan bangueannjang kegiatan
pertanian. Selain itu, koperasi umumnnya tidak &gftpada pasar yang sudah
berlaku secara sangat efisien. Artinya, pengembarkggperasi Indonesia ke
depan haruslah berpijak pada kebutuhan yang relaly&kan, dan dukungan yang

konkrit dari Pemerintah, dan bukannya karena malsdsan sebuah mazhab.

4.2 Konsep-Konsep Tentang Efisiensi Usaha Koperasi

Persoalan tentang efisiensi usaha koperasi seipgghitangkan, apakah koperasi
harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi sepeatnya dalam manajemen . Untuk
menjawab pertanyaan ini, maka perlu diawali deng@mdeskripsikan konsep efisiensi

terlebih dahulu.

Usman (1987:30) yang dikutip oleh Achmad Slame®89Imengemukakan bahwa
secaravelfare economicgang dimaksud dengan efisiensi ialah apabilakustiatu proses
produksi semua sumber daya yang tersedia, yaitiputielalam, tenaga manusia dan
wiraswasta, dipakai dalam produksi. Adapun menS8taers (1977:20) yang dikutip oleh
Achmad Slamet (1993) menyatakan bahwa efisienangdalrganisasi itu dibedakan dalam
dua jenis yaituefisiensi potensiatian efisiensi nyata Efisiensi potensial adalah tingkat
efisinesi optimal dimana organisasi secara teodigigat berfungsi dengan ciri unik mereka
sendiri beserta proses, produk dan seterusnyaan§kan efisiensi nyata mengambarkan

nisbah biaya/laba yang sesungguhnya dicapai olaabkeorganisasi.
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Untuk hal yang sama, Yutopoulos dan Nugent (daBRjamhari, 1986:11)
menyatakan bahwa pengertian yang intuitif tentafigjensi mengacu pada pencapaian
output yang maksimum dari sekumpulan sumberdayanter, semakin besar rasio output
terhadap input, berarti semakin tinggi efisiensinydengan demikian perbandingan

tersebut apabila ditinjau:

a. Dari sudut input (usaha): suatu pekerjaan adlaien apabila suatu hasil tertentu dapat
dihasilkan oleh usaha yang minimal. (Konsep idaataliteratur lain disebueast cost

combination)

b. Dari sudut output (hasil): suatu pekerjaan ddafssien apabila dengan usaha tertentu
dapat diperoleh hasil yang maksimal. (Konsep idamaliteratur lain sering disebut

output maximizatior)

Pertanyaannya adalah, bagaimana halnya dengaiarulefisiensi di koperasi,
ukuran output yang digunakan bagi siapa, bagi pbaen koperasi kah, atau bagi anggota
kah, jika mengingat bahwa koperasi sebagai suatensisosio-ekonomi?. Dalam kaitan
dengan pertanyaan ini, mengukur efisiensi kopesabagai suatu sistem sosio-ekonomi,
Hanel (1985:244) menggunakan pendekatiapartite, yaitu suatupendekatan sistem

dimana efisiensi koperasi diukur berdasarkan teviogp tujuan dan sistem tujuan dari

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kapemalam kaitan ini Hanel kemudian

merinci ada tiga indikator efisiensi:

a. Efisiensi operasional/efisiensi pengelolaan asallalah tolok ukur sejauh mana tujuan

perusahaan koperasi sebagai badan usaha ekonaahidizapai.

b. Efisiensi anggota: adalah tolok ukur sejauahm@mampuan koperasi memberikan
pelayanan yang menunjang tercapainya tujuan pagoden
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c. Efisiensi pembangunan, adalah tolok ukur sejautarkoperasi mampu memberikan

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Agak berbeda dengan pandangan tripartit dari Handlendar dan Kusnadi
(2002:49) lebih menspesifikan ukuran kinerja kopereedalam dua ukuran, yaifisiensi
yang diartikan sebagai perbandingan antara outpugah input, darefektivitasyang
diartikan sebagai perbandingan antara tujuan demgamt. Perbedaan ini dianggap
penting karena secara operasional bisa saja tegjaigiut tidak sama dengan tujuan,
sehingga sesuatu yang efisien belum tentu efektidy sebaliknya sesuatu yang efektif
belum tentu efisien. Koperasi yang ideal adalapekasi yang efisien dalam biaya dan

efektif dalam mencapai tujuan.

Karena dari pembahasan di atas, telah sampai &epstu kata bahwa tujuan
koperasi adalah memberikan pelayanan usaha kepada anggotanya, maka dapat
disimpulkan bahwa efektivitas koperasi yang dinakeleh Hendar dan Kusnadi itu
adalah sama dengan yang dimaksud dengan efigpehsyanan yang dimaksud oleh

Hanel.

Selain dari itu, Hendar dan Kusnadi (2002:49) meakan bahwa efisiensi koperasi
juga bisa dilihat dari konsep peranan koperasindgdamerataan. Proses pemerataan yang
dilaksanakan lewat koperasi adalah proses pemarai@ag mengandung unsur
pertumbuhan, dalam arti bahwa melalui koperasi paggota mempunyai kesempatan
yang lebih luas untuk tumbuh dan meningkatkan ekonga, dengan meningkatkan
dirinya lewat peningkatan produktivitas dan efisienpemanfaatan informasi pasar,
economic of scale, external economaan lain-lain karena menjadi anggota koperaasdi J
pemerataan terjadi karena perbaikan kemampuan &nggeelalui pemanfaatan

cooperatives effect Dengan deskripsi ini, nampaknya pandangan &eddn Kusnadi
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(2002) tentang peran koperasi dalam pemerataagsemafas dengan konsep efisiensi

pembangunan yang dinyatakan olkeh Hanel (1985).

Pandangan dari penulis sendiri terhadap Tripdait Hanel ini, penulis setuju

namun dengan beberapa catatan:

1) Konsep efisiensi operasional, efisiensi anggdém efisiensi pembangunan bukan
merupakan konsep yang terpisah sendiri-sendiriagim@n merupakan suatu konsep
yang terintegrasi satu sama lain. Maksudnya, efsipelayanan dapat terwujud jika
tercapai efsiensi operasional, sebaliknya efisiepsrasional di koperasi dimaksudkan
untuk memperoleh efisiensi pelayanan, dan bukanasemata untuk menumpuk

keuntungan perusahaan koperasi.

2) Konsep efisiensi pembangunan dapat diaplikas#lalam koperasi dalam konteks
koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi kerakyal#ta ekonomi para anggota
koperasi dan masyarakat meningkat maka efisiensibpagunan tercapai, namun
efisiensi pembangunan dapat dicapai jika diperefedisiensi operasional dan efisiensi

pelayanan.

3) Hubungan di antara ketiga efisiensi tersebygatidigambarkan sebagai berikut:

operasional

Pelayanan

Pembangunan
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Gambar 4 : Integrasi efisiensi dalam Koperasi

4) Namun, untuk kepentingan penilaian efisiensiekapi, maka efisiensi operasional dan
efisiensi anggota akan lebih mudah dilakukan pemtaya karena datanya akan dapat
tersedia di koperasi. Sedangkan efisiensi pembamgdatanya akan sulit didapatkan di
koperasi. Oleh karena itu, untuk kebutuhan prafttisapangan, maka pengukuran
efisiensi koperasi sudah memadai dengan pengukefeiensi operasional dan

efisiensi anggota.

Berkaitan dengan konsep efisiensi operasionakaliingan pakar koperasi ada
dua kutub pendapat, satu pendapat yang setuju nlemgakna dari efisiensi opersional
perusahaan koperasi yang diartikan koperasi haemsparoleh keuntungan dari opersional
usahanya, dimana dari keuntungan ini koperasi dapatgembangkan permodalannya,
yang kemudian dapat mengembangkan usahanya, dangpeidnnya dapat memberikan
pelayanan kepada anggota dengan lebih baik. Bégkpyang setuju, mereka setuju
menerapkan konsep-konsep ukuran efisiensi perusakaperasi dari aspek finansial.
Salah seorang pakar yang berpendapat seperti alatadma Suwandi (1986) yang
menyatakan bahwa dilihat dari sudut koperasi seblagdan usaha, efisiensi koperasi
sebagai perusahaan tidak berbeda ukurannya defigeem® badan usaha lain. Efisiensi
usaha tersebut dapat diukur dengan rasio-rasiongenasesuai dengan keragaan koperasi
yang bersangkutan, seperti profit margin, tingkatpptaran modal usaha, rentabilitas

modal sendiri, tingkat perputaran modal krja dartakilitas modal kerja.

Namun pendapat Ima Suwandi ini dibantah oleh Hemider Kusnadi (2002)
bahwa pengukuran efisiensi dengan cara yang dikekawk Ima Suwandi tersebut

nampaknya tidak cocok untuk sebuah koperasi, skbpbrasi bukanlah organisasi yang
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profit oriented, sehingga tidak benar jika rentédsl ekonomi, rentabilitas modal sendiri
dan rentabilitas modal kerja bernilai tinggi memkkjan koperasi telah bekerja secara
efisien. Koperasi adalah organisasi bisnis yangieeoriented, artinya kemajuan anggota

yang lebih diutamakan.

Dengan pemikirannya ini, Hendar dan Kusnadi lantengusulkan beberpa
ukuran efisiensi opersional koperasi dengan mekakukerubahan-perubahan makna

sebagai berikut :

a. Tingkat Perputaran Modal Usaha

Tingkat perputaran modal usaha digunakan untuk gtahgi efisiensi
perusahaan dengan melihat kepada kecepatan parpoperating assetlalam periode
tertentu. Tingkat perputaran modal usaha dapatudiudengan membandingkan
penjualan bersihngt saley dengan modal usaha. Tingkat Perputaran Modal &sah

(TPMU) dicari dengan rumus :

Penjualan bersih

TPMU =
Modal usaha

b. Profit Margin

Profit marginadalah perbandingan antaret operating incom@\NOI) dengamet
sales (NS) dalam persen. Pada koperagirofit margirbisa diperoleh dengan
membandingkan SHU sebelum pajak ditambah manfagsileng yang dinikmati anggota

dengan penjualan bersiBrofit margin(PM) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

SHU sebelum pajak + Manfaat langsung
PM = x 100 %
Penjualan
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c. Rentabilitas Ekonomis

Rentabilitas ekonomis menggambarkan kemampuansgesan (termasuk
koperasi) dengan modal usaha yang dimiliki mendkeasilaba usaha sebelum pajak
(SHU sebelum pajak). Rumus yang digunakan untukgoiam rentabilitas ekonomis

(RE) adalah sebagai berikut :
1). Secara langsung :

SHU sebelum pajak + Manfaat langsung
RE = x 100 %
Modal Usaha

2). Secara tidak langsung

Perhitungan rentabilitas ekonomis secara tidak dang dilakukan dengan
menghitung terlebih dahulprofit margin (PM) dan tingkat perputaran modal usaha

(TPMU).
Perkalian antara PM x TPMU merupakan rentabilitaemis.
RE = PM x TPMU

d. Rentabilitas Modal Sendiri

Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan peaaaldengan modal sendiri
yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan kewamrbersih setelah pajak. RMS
digunakan untuk mengukur efsiensi penggunaan nsmhaliri yang dimiliki perusahaan.
Rentabilitas modal sendiri dihitung dengan memhagidin laba setelah pajak dengan
jumlah modal sendiri. Pada koperasi dihitung dengambandingkan SHU setelah pajak

dan manfaat langsung yang diterima anggota dengalalrsendiri.

Rentabilitas Modal Sendiri (RMS) dicari dengan rgmu

41



SHU setelah pajak + Manfaat langsung
RMS = x 100 %
Modal Sendiri

Berkaitan dengan konsep manfaat langsung dalamsamdi atas, di dalam PSAK
No 27 tahun 1999 paragraf 80 disebutkan lebih B8kekonsep manfaat ekonomi
langsungbagi anggotderupa harga, yaitu harga barang dan jasa (dalam pembelian dan
penjualan). Dalam pembelian barang oleh anggotpeflasi Konsumen)nanfaat harga
berupa selisinh harga antara koperasi dengan hargaldgar koperasi Seharusnya harga
koperasi lebih murah daripada harga di luar kopesmhingga anggota Koperasi
memperoleh manfaat efesiensi pembelian. Maka urdeterusnya saya cenderung
menyarankan menggunakan konsepnfaat ekonomi langsung (MEdplam rumusan-
rumusan efisiensi koperasi. Dengan pemikiran ikandalam rumusan efisiensi yang saya
ajukan dalam laporan ini adalah rumusan yang dajudeh Hendar dan Kusnadi dengan

mengganti konsepnanfaat langsungengan konsemanfaat ekonomi langsung

Dengan penggunaan rumusan efisiensi di koperasrtsgpang saya ajukan di atas,
maka akan lebih memberikan gambaran yang lebihdadil realistis tentang efisiensi di
koperasi, karena gambaran tentang efisiensi direspéndonesia saat ini memperlihatkan

figur bahwa tingkat efisiensi di koperasi itu sangadabh.

Sebagai gambaran, dari hasil kajian di 9 (sembkapgrasi di Sulawesi Utara dan
Jawa Barat diperoleh data bahwa efisiensi kopeyasg diukur dengan Rentabilitas
Ekonomi menunjukkan sebaran angka antara 1.0 %6da8 dengan rata-rata 3.3 %.
Secara umum rentabilitas ekonomis menggambarkarakguan perusahaan (dalam hal
ini perusahaan koperasi) dengan modal usaha yandikdimenghasilkan laba usaha

sebelum pajak (dalam perusahaan koperasi labaulliS@ba Hasil Usaha). Rentabilitas
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ekonomis mengukur efisiensi penggunaan modal ugahg dimiliki koperasi. Semakin
besar tingkat rentabilitas ekonomis, berarti semakggi tingkat efisiensi penggunaan

modal usaha tersebut.

Jika dibandingkan dengan penelitian lain, misal@pik Ropikoh (2003) mengenai
Evaluasi Faktor-faktor Yang Menyebabkan Turunnyap®®maran Modal Kerja dan
Rentabilitas Ekonomis pada KUD Cipta Raharja, M&gka mendapatkan kondisi yang
lebih parah yaitu rata-rata dari tahun 1998 sarngtain 2003, Rentabilitas Ekonomis KUD
tersebut kurang dari 1 persen yaitu berkisarraridd4 sampai dengan 0,32 (pada saat itu
kondisi perekonomian kita masih dalam masa kris&belum krisis, Lilis Suryati (1997)
meneliti tentang Parisipasi Anggota Dalam Kontriddsdal dan Pemanfaatan Pelayanan
Koperasi Dihubungkan dengan Tingkat Rentabilitapdfasi pada KUD Ngupaya Mino,
Indramayu juga mendapatkan Rentabilitas Ekonomigetasi dari tahun 1992 sampai

tahun 1996 berkisar antara 0,09 persen hinggag&&en.

Dari data tersebut, untuk mengatakan apakah aagliea tersebut sudah dapat
menyimpulkan tingkat efisiensi usaha koperasi? Sepang dijelaskan Nurhayat Indra
(2008) bahwa untuk menyimpulkannya dibutuhkan stamadustri. Sangat disayangkan
standar RE untuk koperasi di Indonesia masih belden Biasanya standar industri akan
dikelompokkan kedalam jenis usahanya misalnya dataRE untuk usaha perdagangan,
RE untuk usaha manufaktur, RE untuk usaha jasaspgoatasi, RE untuk usaha
pertambangan dan sebagainya. Jika standar REtindosasih belum ada, para ahli
manajemen keuangan menggunakan standar tingkatabp@spr dari deposito sebagai
opportunity cost of moneylJika diambil tingkat bunga deposito saat ini eéstahun,

maka tingkat pencapaian RE koperasi dibawah 8 gatdiikatakan koperasi tidak efisien

(terjadi pemborosan pemakaian sumber daya ekonahika melihat kondisi koperasi
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sampel di atas sebagian besar koperasi sampel ikietimbkat efisiensi penggunaan
modal yang rendah (tidak efisien). Meskipun untksP yang bergerak di bidang bisnis

keuangan mikro menunjukkan tingkat efisiensi yagigH baik.

Namun, ukuran Rentabilitas Ekonomi di atas adakigpkuran dengan rumusan

yang lajim digunakan, dan belum memasukkan konsapfd&at Ekonomi Langsung (MEL)

seperti yang penulis ajukan dalam laporan ini. pisnitungan RE telah memasukkan nilai
Manfaat Ekonomi Langsung dalam perhitungan REebers maka gambaran RE koperasi

akan meningkat, sehingga lebih realistis.

Namun, untuk melakukan perhitungan RE dengan metkasuwnilai MEL tersebut
kepada koperasi-koperasi yang dikaji saat ini tidakat dilakukan. Hal ini disebabkan
oleh karena selisih harga antara harga pasar ddragga di koperasi tidak pernah dicatat,

padahal harga-harga itu sering berubah-ubah sempwaktu dalam setahun.

Berkaitan dengan penilain efisiensi operasionapekasi ini, ada dikotomi
pemikiran dalam hal bahwa *“laba usaha” (yangrdakaperasi kemudian disebut Sisa
Hasil Usaha) penting bagi koperasi di satu pertdagsdangkan pendapat yang lain
mengatakan laba itu tidak penting bagi koperagsierka koperasi adalah lembaga usaha

yangservice orientedhukan profit oriented

Berkaitan dengan dikotomi pendapat tentang labdand&operasi ini, Hanel
(1987) mengatakan bahwa laba diperlukan oleh peaasaperusahaan koperasi, sekurang-
kurangnya untuk pembentukan cadangan dan untukarbagsa hasil usaha yang harus
dibayarkan untuk modal yang ditanamkan para anggataNamun pihak yang tidak setuju
dengan konsep ini berpandangan bahwa, koperass lliouentasikan kepada pelayanan

ke anggota. Harga-harga di koperasi kalau peitheridkukan padaservice at cost
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Maknanya, dalam kondisi pemikiran yang ekstrimakichpa-apa koperasi memperoleh
SHU nol rupiah, asalkan pelayanan kepada anggakaimal. Namun terhadap pandangan
ini, pihak nominalis menganggap, pikiran ini hamayalpikiran “mimpi”, bagaimana

permodalan koperasi dapat berkembang kalau SHU raplah, dan bagaiamana
perusahaan koperasi dapat berkembang kalau peramokigperasi tidak berkembang, dan
bagaimana pelayanan kepada anggota dapat berkenKadag usaha koperasi tidak
berkembang. Dalam persoalan ini, pandangan datiligse, kembali kepada pernyataan di

atas bahwa konsep efisiensi untuk koperasi adefiiensi terintegrasi di antara

operasional dan pelayanarRPandangan penulis sejalan dengan pandangan\damun

Wirasasmita (1992:9) yang menyatakan bahwa ukkebarhasilan koperasi tidak semata-
mata dengan ukuran efesiensi koperasi sebagaigbhears, tetapi dengan ukuran efesiensi

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Pandangan penulis sejalan pula dengan pandangarRdpke (1989) vyang
menjelaskan tentang kaitan antara keuntungan fiangs diperoleh koperasi (efesiensi
usaha) dengan peningkatan pelayanan terhadap anbgbtva dalam jangka panjang
koperasi harus survivel, tumbuh dan menghasilkamtkmgan/manfaat melaluPertama
kegiatan inovasi (mengintroduksi teknologi barutede organisasi baru, jasa dan produksi
baru, dan sebagainya) baik didalam unit usaha kspenaupun didalam perusahaan-
perusahaan milik anggota pribadnémbers enterprisesKkedug meningkatkan tingkat
kemampuan atau kompetensi dan para anggotanyaapsnidi dipertegas oleh Sutaryo
Salim (1991:37) yang menyatakan bahwa, koperasipa&an suatu organisasi perusahaan
otonom yang berkewajiban untuk memajukan kepentingaa anggota sebagai pelanggan

perusahaan koperasi. Dengan demikian koperasiagikan bisa memberikan manfaat bagi
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para anggotanya terutama manfaat ekonomis, yaittekae(anggota koperasi) bisa

meningkatkan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan ini, lebih lanjut menurut Yuyunr&i¢asmita ada delapan

kebijakan dan restrukturisasi koperasi dalam meetgsiensi biaya, yaitu :

“(1) Mendorong koperasi tunggal usaha (single psep cooperative)
dengan usaha inti cgre businegs yang layak; (2) Mendorong
merger/amalgamasi bagi koperasi-koperasi kecilM8nentukan kriteria
keanggotaan sebagai pemilik dan pelanggan dan pahukontraktual

antara anggota dan koperasi; (4) Proporsionalaasngenanggung resiko,
bersedia untuk memasok modal tambahan apabilalakper, (5) Yang

berhubungan dengan pendidikan/pelatihan: Pendithk&atihan yang
terfokus sehingga meningkatkan efesiensi usahaoctaggeterampilan
pengurus, keterampilan pengelola, dan keteramp@aypawan; (6) Yang
berhubungan dengan kemitraan: Aliansi strategikgdenKoperasi dan
swasta dalam dan luar negeri; (7) Yang berhubumgagan eksternal
ekonomis: Memanfaatkan kebijakan pemerintah, pguligan hukum,
perkreditan, perpajakan, cadangan  usaha, penelitiadan

pendidikan/pelatihan; dan (8) Yang berhubungan aengenerapan
prinsip penghematan berdasarkan kaidah koperaasi@ir 2002:187).

Dalam koperasi strategi biaya perlu diterapkanagab strategi dasar untuk
menghasilkan keunggulan kompetitif bagi anggotaté?p1995:32; Yuyun Wirasasmita,
1997:3). Strategi biaya rendah dapat dilakukan iggpdtoperasi mampu bekerja dengan

efesien (Koutsoyiannis, 1975:126; Berry, 1993:29).

Kesimpulan penulis dari uraian tentang konsep exfsi koperasi di atas adalah

(1) dalam manajemen koperasi, konsep efisiensi gigugnakan merupakan konsep yang
terintegrasi antara konsep efisiensi operasionah dfisiensi anggota, kedua konsep
efisiensi ini layak diopersioanalkan di koperadmplikasi dari wawasan integrasi ini

adalah bahwa dalam ukuran efisiensi opersionalaugaperasi perlu dicakup juga aspek
efisiensi anggota, (2) Dalam konsep efisiensi udaby@erasi, konsep Sisa hasil Usaha

(SHU) sebagai sebuah parameter sudah memadai onalgukur efisiensi usaha koperasi
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yang berwawasan efisiensi anggota, walaupun dgii teeminologi, istilah “sisa” hasil
usaha itu sendiri dapat berkonotasi pada makna kanga-efisiensi, karena “sisa” itu
bermakna bukaachievemenmelainkan residual dari sebuah aktivitas usahdy kéeena
itu penulis sarankan agar terminologinya diubahgdanterminologi yang lebih universal
yaitu “surplus”, dan (3) Untuk lebih memberikan penilaian yangHhetibjektif terhadap
efisiensi koperasi secara integratif, maka dalammidasi efisiensi koperasi, selain
mencantumkan nilai SHU, juga perlu disertakan mlanfaat Ekonomi Langsung (MEL)
yang diberikan oleh koperasi kepada anggota padd 8ansaksi, karena tanpa
pencantuman nilai Manfaat Ekonomi Langsung ini mpkagukuran efisiensi koperasi

menjadi tidak objektif lagi.

4.3 Konsep Tipe-tipe Organisasi Koperasi

Dalam membahas tentang tipe-tipe organisasi kepepgenulis mengartikan
sebagai bentuk dan jenis organisasi koperasi. Dalastang-undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang perkoperasian. Dalam hal ini ada dgalglalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 1992 yang menerangkan tentang bentuk d@ékeperasi, yaitu pasal 15 tentang

bentuk koperasi dan pasal 16 tentang jenis koperas

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1%#bdikan bahwa koperasi
dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekumhlam penjelasannya disebutkan
bahwa pengertian koperasi sekunder meliputi senmmerksi yang didirikan oleh dan
beranggotakan koperasi primer atau koperasi sekundeBerdasarkan kesamaan
kepentingan dan tujuan efisisiensi, koperasi se&uddpat didirikan oleh koperasi sejenis
maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam haétesp mendirikan koperasi sekunder

dalam berbagai tingkatan, seperti yang selamaik@ndl sebagai Pusat, Gabungan, dan
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Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannyardsendiri oleh koperasi yang

bersangkutan.

Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakamg seorang dengan jumlah
anggota minimalnya 20 orang, yang mempunyai kesaraltvitas, kepentingan, tujuan
dan kebutuhan ekonomi. Sedangkan kopeasi sekaddé&h koperasi yang dibentuk oleh
sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadanrukaik primer maupun sekunder.
Pendirian koperasi sekunder bertujuan untuk meamitkgl efisiensi dan efektivitas serta
mengembangkan kemampuan koperasi primer. Karenpeitdirian koperasi sekunder
harus didasarkan pada kelayakan untuk mencapanugrsebut. Berdasarkan penjelasan
Pasal 15 diatas, koperasi sekunder dapat diditidaik hanya oleh koperasi-koperasi yang
sejenis saja, melainkan juga oleh koperasi yandaiban jenis, karena terdapat

kepentingan, aktivitas atau kebutuhan yang sama.

Menyangkut hubungan antara koperasi primer danrkspsekunder, dalam Pasal
24 ayat 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 terRankpperasian disebutkan bahwa
hak suara dalam koperasi sekunder dapat diaturmdad@ggaran dasar dengan
mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usahadspgnggota secara berimbang.
Dengan demikian dalam koperasi sekunder tidak kepainsip one man one vot€rinsip
ini dianut karena kelahiran koperasi sekunder nekap konsekuensi dari asagbsidiary,
yaitu adanya pertimbangan bahwa ada hal-hal yalak tmampu dan atau tidak efisien

apabila diselenggarakan sendiri oleh koperasi prime

Artinya secara konseptual dari pendekatan manajekogerasi, pembentukan
koperasi sekunder adalah untuk memperoleh efisopesasional melalui perbesaran skala
ekonomi secara bersama-sama. Dalam sebuah kopssksnder, koperasi primer

terintegrasi secara vertikal dengan koperasi sekyumémun koperasi primer mempunyai
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tingkat kebebasan dan kemandirian yang tingginyatikarena koperasi sekunder hanya
akan menggantikan bagian dari hubungan pasar koppramer. Koperasi sekunder

bukanlah pengganti pasar seutuhnya.

Berdasarkan prinsip di atas, maka menurut panaapgaulis hubungan primer-
sekunder itu sebaiknya tidak perlu dibuat hubunggang saya sebut saja “hirarkis-
monopolistik” seperti yang sekarang saat ini berldkindonesia. Artinya, sekunder bagi
KUD adalah Puskud, sekunder bagi koperasi pegawaddlah PKPRI, dst. Dengan
ikatan seperti ini, maka seakan-akan sekunder Kd&lah Puskud, dan bukan koperasi
yang lain. Bahkan wilayah Puskud sudah ditentukatn propinsi sehingga ada Puskud
Jawa Barat, Puskud Sulawesi Utara, dst. Pembentkdaarasi sekunder sebaiknya sama
halnya dengan pembentukan koperasi primer yaituasdidkan atas prinsip-prinsip
kesamaan kepentingan dan kelayakan untuk mencdisaénsi. Ini sesuai dengan
penjelasan Pasal 15 diatas, koperasi sekundet dmjiékan tidak hanya oleh koperasi-
koperasi yang sejenis saja, melainkan juga olehetesp yang berlainan jenis, karena
terdapat kepentingan, aktivitas atau kebutuham yg@ma. Dengan penjelasan ini maka
sekunder bagi KUD, misalnya, dapat saja Pusat KagpeBimpan Pinjam, atau Pusat
Koperasi Pemasaran Jagung, dst. Sehingga, sangagkmubahwa sebuah koperasi
menjadi anggota dari beberapa koperasi sekundsuvaiselengan kebutuhan usahanya.
Dengan dasar pemikiran ini pula maka berkonsekudwegiada tidak perlu lagi
diberlakukan “pemaksaan” luasan wilayah kerja daperasi sekunder, karena dasar

pembentukan koperasi sekunder adalah kelayakan.

Dari kajian di lapangan, pembentukan koperasi sadwuryang didasarkan atas
“hirarkis- monopolistik” tersebut ternyata tidalekfif, karena dari sembilan koperasi yang
diamati, hanya dua koperasi yang menjalankan kerjasusaha dengan koperasi sekunder
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secara efektif yaitu KUD Karya Teguh dan KPSBU Lamdp Selebihnya tidak
menjalankan kerjasama dengan sekunder karena lbeflaéttpr, antara lain karena pihak
sekunder yang dianggap tidak profesional, usaherasp sekunder mandeg, layanan

koperasi sekunder yang tidak kompetitif, dll.

Tentang jenis koperasi, dalam Pasal 15 disebuth@ahwa Jenis koperasi
didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentirgamomi anggotanya, dan dalam
penjelasannya berbunyi “Dasar untuk menentukans jetoperasi adalah kesamaan
aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi amgy@t, seperti antara lain Koperasi
Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produd@perasi Pemasaran dan
Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk obdébngan fungsional seperti pegawai
negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, rbukeerupakan jenis koperasi
tersendiri.” Berdasarkan kesamaan aktivitas, kiapgan dan kebutuhan akan dapat

ditetapkan fungsi-fungsi koperasi secara tepatssesngan keinginan anggota.

Dalam kaitan dengan bentuk dan jenis koperasi, Mur(t984) menyodorkan
konsep koperasi terpadu, yaitu suatu koperasi haersipakan bagian dari suatu sistem
terpadu yang meliputi semua tahap, mulai dari ykedsampai dengan konsumsi dan
yang semata-mata mementingkan kesejahteraan anggofserasi terpadu bertujuan
memaksimalkan keuntungan anggotanya. Oleh karenakioperasi terpadu menaruh
perhatian pada semua kegiatan yang dapat menigkaikndapatan anggotanya dan
berusaha memperoleh bantuan subsidi dari sumber Kinperasi terpadu hanya dapat
dilaksanakan oleh para manajer yang telah mendafilaan khusus dalam pengeloalaan
koperasi. Menurut Munker (1984) koperasi di nedagekembang sering berjalan kurang

memuaskan karena kurang berorientasi pada angfotang terpadu, dan lemah
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pengelolaannya. (Munker. 1984. Sistem pengelolepattguna bagi koperasi tani. Dalam

politik dan kebijaksanaan pembangunan pertaniaga¥an obor indomnesia. 1988. )

Salah satu jenis koperasi di Indonesia yang eila@aidmodel koperasi terpadu
seperti yang dimaksud oleh Munker adalah Kopd?asernak Susu dan KUD unit Susu.
Karena koperasi peternak susu dan KUD Unit Susmalayani anggota dengan berbagai
komoditas yang diperlukan oleh anggota terutamay ftarkait dengan usaha peternakan
sapi para anggota, yaitu: pakan sapi, pembeliamn, ssimmpan pinjam, dil. Namun,
pengelolaan KUD unit susu lebih kompleks dibandiogerasi peternak, karena unit usaha
yang lain di KUD tersebut umumnya tidak terkait gi@m unit usaha sapi perah(Kudus

Danasasmita, 1999).

4.4 Perbedaan Koperasi dan Pelaku Usaha Lainnya

Judul di atas (perbedaan koperasi dan pelaku usaivaya) merupakan sebuah
pertanyaan yang sering dikemukakan atau didiskasiakan hanya di kalangan praktisi
bisnis, bahkan juga di kalangan para pakar ekomamibahkan para pakar koperasi. Boleh
jadi pertanyaan tersebut muncul bukan semata-mak dasar ketidaktahuan tentang
perbedaan koperasi dengan pelaku usaha bukan kgpeedainkan di satu sisi lebih ingin
mempertegas bahwa memang koperasi itu berbedardéagan koperasi, dan di sisi lain
ingin meng-counter terhadap situasi praktek diamg@an yang ada kecenderungan
mengoperasional koperasi lebih pragmatis sesugasekebutuhan dan situasi persaingan.
Dalam situasi ini, ada banyak kasus koperasi akhimembuat badan usaha dengan badan
hukum perseroan terbatas, sebagai “anak perusakapsatasi. Sebagai contoh misalnya
PT Trisula sebagai anak perusahaan pada KUD Tris@ledangkan kegiatan usaha PT
Trisula adalah menjadi rekanan PLN dalam kegiatancatatan meteran listrik dan

instalatir listrik yang melayani para anggota KUDsula maupun masyarakat. Kalau
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dipandang dari aspek bisnis pragmatis, pembentBdairisula adalah sebuah terobosan
untuk menangkap peluang bisnis, dan secara ekormangefit dari PT Trsiusla menjadi
salah satu sumber pemasukan bagi KUD Trisula, natatiraspek prinsip koperasi, sesuai
dengan bentuk perusahaannya perseroan terbatas pmalsahaan ini tidak lagi ada ikatan
keanggotaan beserta konsekluensi kewajiban pelayamggota. Hal ini lah yang
kemudian sering menjadi pertanyaan bagi para pakaerasi yang setia dengan prinsip-

prinsip koperasi.

Terhadap kasus seperti yang dilakukan KUD Trisulamimentuk “anak
perusahaan” berbentuk perseroan terbatas (PT),ndata yang berpikir pragmatis
(nominalis) berpendapat bahwa dalam hukum adaaasastrario, yang artinya jika suatu
tindakan tidak bertentangan dengan hukum yang lertgerarti diperbolehkan. Oleh
karena itu, karena pembentukan perseroan terblakoperasi tidak ada peraturaan yang
melarang, maka hal itu pun artinya diperbolehkaRembentukan PT tersebut adalah
dipandang merupakan sebuah terobosan untuk merapgkeng-peluang bisnis. Namun
bagi pihak yang berfahamkan esensialis, pembentBRatersebut malah menjadi sebuah
pertanyaan, karena dipandang melenceng dari prkogprasi, karena dalam PT pastilah
sasaran pelayanannya bukan anggota (karena dalatiddkTdikenal keanggotaan), dan

misinya pastilah mencari keuntungan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas tentang perbedaperasi dan bukan
koperasi, sebelumnya menarik untuk ditinjau bagai@npersamaanprinsip antara
koperasi dengan perusahaan bukan kopeResisamaankoperasi dengan perusahaan
bukan koperasi seperti yang dijelaskan oleh Willi@wost & Davis (1992), bahwa koperasi
dan perusahaan dalam dunia bisnis memang duniasgangat rumit. Bisnis juga dibangun
dengan hubungan-hubungan yang sangat komplekdetblgai segmen kemasyarakatan.
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Eksistensi dan kekuatan segmen ini perlu mendagditapan dan tindakan manajemen

yang sempurna.

Secara manajerial, pengelolaan usaha koperasi fidddeda dengan usaha-usaha
yang dikelola oleh swasta, dalam arti koperasiusalikelola dengan berpedoman pada
norma-norma bisnis secara umum yang bertumpu paténgkatan efisiensi usaha.
Dengan demikian pengelola (manajer) koperasi htabhs dan memahami seluk-beluk
dunia bisnis (Sulastini, 2004). Walaupun terhagepdapat Sulastini ini, penulis tidak
sepenuhnya setuju, karena secara manajerial adhah&husus yang berbeda pada
koperasi dibanding dengan bukan koperasi. Hal-haisls tersebut, penulis sebut saja
dengan sebutan sentuhan khusus. Sentuhan-seng@man dimaksud akan dirinci
kemudian. Namun secara umum, diluar sentuhan khtesdis penulis setuju bahwa

manajemen koperasi harus dilakukan di atas standaajemen bisnis.

Hal-hal inilah yang seringkali disalahfahami oledbagian besar insan koperasi.
Ada kecederungan simplifikasi terhadap manajemepetasi, bahwa koperasi adalah
sebuah organisasi sederhana, bisa dikelola olga Siaja, dan begitu terbuka sehingga
semua berhak menjadi anggota, dsb. Padahal tidakkid@ halnya, koperasi adalah
bentuk organisasi perusahaan yang modern, komptkis,unik. Oleh karena itu perlu

dikelola dengan “sentuhan khusus” dan dengan kafgtan managerial yang umum.

Draheim (1951) yang dikutif Hanel dalam Duilfer mpatakan ciri khas Koperasi

adalahdouble/dual nature

“it is principally on the ane hand (a) an assoatat, a group in the
sociological and sociopsychological sense, whosemlmees are the
individuals owning and maintaining the cooperatiwdich, on the other hand
is also (b) a jointly undertaken enterprise of thembers invidual economies
(households, individual farms and businesses).oreers of the cooperative
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enterprise are the individual members of the coapee group” (Dulfer,
1994:271).

Koperasi merupakan perkumpulan orang dengan kompekenomi eksternal dan
sifat sosial satu pihak dan usaha ekonomi yangshdikelola seperti perusahaan swasta
dalam ekonomi pasar di pihak lain. Untuk itu padepdcasi harus ada prinsip
kesatuan/solidaritas dan prinsip kerjasama dalaonaki atas persamaan hak dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. b&rarth koperasi selaku badan
usaha/perusahaan harus dikelola secara bisnisnagaupu meningkatkan kesejahteraan

anggotanya.

Mengingat koperasi merupakan organisasi ekonomg yaempunyai ciri khas
maka dalam menentukan keberhasilan koperasi iradikgd tentu berbeda dengan
perusahaan swasta pada umumnya. Dalam hal ini, ri¥ugirasasmita (1992:9)
menyatakan bahwa ukuran keberhasilan koperasi tsmkkata-mata dengan ukuran
efesiensi koperasi sebagai perusahaan, tetapi wlenaran efesiensi dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan anggota. Sedangkan s8undar(1990:376) menyatakan
bahwa koperasi memang tidak hanya berfungsi sebmganisasi ekonomi tetapi juga
mempunyai misi sosial. Namun misi ekonominya lelbiénonjol daripada misi sosialnya.
Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi juga bleuldagi koperasi, seperti halnya dengan
badan-badan usaha ekonomi lain, koperasi juga jbartuuntuk mencari keuntungan.
Sedangkan yang membedakan koperasi dengan benitikbeadan usaha lain adalah
bukan pada tujuan pokok ini, tetapi pada seberala fingkat keuntungan sesuai dengan

idealisme koperasiingkat keuntungan yang dicari tidak akan maksimum.

Pembedaan antara koperasi dan bukan koperasi led@rimijouat dikotomi yang

dikaitkan dengan orientasi pada laba di satu pitzakorientasi pada bukan laba (pelayanan
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atau kebutuhan) di lain pihak. Dalam hal ini kogemiidentikan sebagai lembaga yang
berorientasi pada bukan laba. Sedangkan perusawassta diidentikan sebagai lembaga
yang berorientasi pada laba. Maka dalam pandaingdisional sering ditafsirkan bahwa
pemilik perusahaan swasta atau kapitalis seringkaiiumsikan untuk mewujudkan tujuan
untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, dan katenkriteria profitabilitas dalam
pengertian mencapai tingkat bunga (deviden) selEsamrnya bagi modal yang
ditanamkan seringkali digunakan untuk mengeval@disiensi perusahaan. Padahal
menurut Hanel (1987) bahwa pandangan tradisionmdridtu telah berubah. Laba tetap
merupakan sasaran penting bagi usaha, tetapi tajaansasaran perusahaan telah bergeser
ke tujuan atau sasaran yang lebih penting yaitunga@ankan hasil penjualan atau pasar

guna menjamin ketahanan perusahaan dalam duneings.

Sebagai kesimpulan dari bagian ini, sepertinya geaddHanel (1987) dapat dikutip
bahwa kesamaan antara koperasi dan perusahaan kopemasi adalah keduanya sebagai
kegiatan usaha yang otonom yang harus bertahanaseeehasil dalam persaingan pasar
dan dalam usahanya mencapai efisiensi ekonomiskeismampuan hidup keuangannya.
Perbedaan antara koperasi dengan bukan koperémi geinsip identitas ganda pada
anggota sebagaimana dibahas di atas, adalah ponsignan one votéan patronage
refunds One man oneote diartikan sebagai hak suara yang diberikdakti memandang
besarnya modal yang diinvestasikan pada kopeedangkarpatronage refundsliartikan
sebagai pembagian sisa hasil usaha didasarkanjes@gasa yang diberikan anggota
kepada koperasi. Perbedaan ini menyebabkan s&fmpusan yang diambil dalam rangka
meningkatkan efisiensi pada koperasi akan berbedeah perusahaan non-koperasi,
walaupun faktor-faktor efisiensi sama, misalnyayhi harga, output, kekayaan, dan lain-

lain (Hendar dan Kusandi, 2002:45).
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Salah satu implementasi yang penting dari kekhusossnajemen koperasi adalah
pemberlakuan pasar internal koperasi Yang dimaksud dengan pasar internal koperasi
adalah hubungan pasar antara perusahaan kopengsindanggota. Dalam pasar internal
koperasi ini mestinya ada pengaturan tersendirigerea harga yang berlaku dalam
transaksi antara perusahaan koperasi dengan angét#ega yang diputuskan mestinya
memberikan dampak harga jual yang lebih tinggi kimput yang dijual oleh anggota atau
harga yang lebih rendah untuk barang/jasa yandi dileh anggota. Dampak harga yang

demikian oleh Ramudi Ariffin (2002) kemudian diselmanfaat harga koperasi.

Berkaitan dengan pasar internal koperasi ini, I928K3) dalam disertasinya yang
mengkaji model pasar internal dalam koperasi suslawa Barat menyimpulkan bahwa
implikasi kebijakan harga yang sesuai dengan kaklaperasi terhadap perolehan Sisa
Hasil Usaha (SHU) dan Keuntungan Usaha Anggota (Kitekbukti lebih membantu
perusahaan Koperasi untuk mendapatkan tingkat Skl ydeal dan sekaligus dapat
memajukan usaha anggota. Temuan dari Ishak inipakan penguatan terhadap konsep
pentingnya manfaat harga dalam koperasi. Lebijuidshak menemukan bahwa tidak
terjadi penyimpangan kebijakan harga dalam prakkek kebijakan harga yang sesuai
dengan kaidah Koperasi pada koperasi susu di Jawat.BSelain itu hasil pengujian
fungsi objektif Koperasi (FOK) diketahui bahwa Kog&® susu tunggal usaha di Jawa

Barat sudah melaksanakan kebijakan harga yangiskswgan kaidah Koperasi.

Dari uraian di atas, dapat disarikan bahwa perlvedatara koperasi dengan bukan
koperasi pada prakteknya atau pada pengelolaanjenaganya adalah bahwa manajemen
koperasi itu diwarnai oleh sebuah budaya organisgserasi, sedangkan budaya organisasi
koperasi itu didasari oleh prinsip-prinsip koperagai koperasi dan tujuan koperasi. Oleh

karena itu, dalam implementasi manajemen kopekasi didapatkan kekhasan-kekhasan,
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misalnya dalam manajemen sumberdaya manusia adaadak dalam manajemen
keanggotaan, karena hanya dalam koperasi anggdtatos sebagai pemilik sekaligus
sebagai pengguna jasa koperasi, dalam manajemeasasan terdapat norma tentang
hubungan pasar internal, yaitu hubungan perusakaaerasi dengan anggota koperasi,
dan dalam manajemen keuangan koperasi yang tercedaliam laporan keuangan
koperasi, penataan permodalan, dan sistem akurikapsrasi. Hubungan antara prinsip

koperasi, nilai koperasi, tujuan koperasi dengaatalya koperasi dan manajemen koperasi

secara skematis diperlihatkan dalam diagram selbagidut:

. Tujuan

Koperasi — 2. Nilai —] I Budaya Koperasi I
3. Prinsip ‘
I Manajemen Koperasi I
h | SDM | | Pemasaran |
1. Laporan Keuvangan ‘

2. Penataan Permodalan

3. Sistem Akuntansi

Gambar 5 : Kekhasan Manajemen Koperasi

4.5 Prinsip dan Nilai Dasar Koperasi

Sebelum membahas bagaimana penerapan prinsip kbpada koperasi-koperasi
di lapangan, di sini akan dipaparkan terlebih datsglcara kronologis munculnya prinsip-

prinsip koperasi.
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Pertama kali, prinsip-prinsip koperasi dikemukakéeh Rochdale pada tahun 1844

di Inggris (Garratt dalam Dufler, 1994.:776). Prpgirinsip itu sebagai berikut :

(1) Keanggotaan terbuk@apen membership);
(2) Pengawasan demokrafBemocratic control/one person, one vote);

(3) SHU dibagi secra proporsion@ayment of surplus (profit) in proportion to puedes /
divident or patronage refund);

(4) Bunga terbatas atas modhimited interesty on capital);

(5) Distribusi keuntungan dilakukan melalui transaksi;

(6) Perniagaan dengan tur{@ash trading)

(7) Netral dari poltik dan agam&¢litical and religious neutrality

(8) Memberikan pendidikan kepada anggota dan karyaWRramotion of education for
members and workers).

Sementara itu, di Jerman pada abad yang samaghgakbperasi pertanian yang
dipelopori oleh Raifeisen dengan sendi dasar kepsedbagai berikut:
(1) Swadaya artinya para petani harus dapat mengaéssilitan dengan kekuatannya
sendiri.

(2) Daerah kerjanya terbatas, artinya daerah operg®rési yaitu daerah dimana tiap-tiap
anggota saling mengenal dengan baik.

(3) SHU sebagai cadangan, artinya seluruh SHU dipekgumnantuk cadangan menambah
besarnya modal.

(4) Tanggung jawab anggota tidak terbatas, artinya yaek@ pribadi anggota termasuk
sebagai tanggungan.

(5) Usaha hanya kepada anggota, artinya koperasi tddé&yani orang-orang yang bukan
anggota.

(6) Pengurus bekerja atas dasar sukarela, artinya pengidak memperoleh balas jasa
(Munkner, 1973; Muslimin Nasution, 2002:27).

Prinsip-prinsip koperasi menurut Aliansi Koperasiternasional Iaternational

Cooperative Alliance(1995) telah merumuskan tujuh prinsip koperalsagai berikut :
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(1) Keanggotaan koperasi sukarela dan terbuka,

(2) Pengawasan demokrasi oleh anggota;

(3) Patrtisipasi (peran serta) anggota dalam kegiatanaski;
(4) Otonomi dan kemandirian;

(5) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

(6) Kerjasama antar koperasi; dan

(7) Kepedulian terhadap masyarakat.

(Munkner, 1973; Muslimin Nasution, 2002:28).

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 25 Td9@2, pasal 4 ayat (1)

Prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

(a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka:
(b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

(c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara &#dihdang dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota;

(d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,

(e) Kemandirian. (Usaha koperasi diselenggarakan atpsitdsan rapat anggotanya dan

demi melayani kepentingan ekonomi anggotanya sendir

Selanjutnya, dalam ayat (2) dikatakan bahwa dalaemg@mbangkan koperasi,

maka koperasi melakukan pula prinsip koperasi salmagikut :

(a) Pendidikan perkoperasian;

(b) Kerjasama antarkoperasi.

Untuk gerakan koperasi di Indonesia, prinsip kogiermaenurut Undang-undang
Nomor 25 tahun 1992 inilah yang menjadi acuan. WanPenjelasan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijetaskahwa Prinsip Koperasi
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merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisakledam kehidupan berkoperasi.
Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip yterseimgrési mewujudkan dirinya sebagai
badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomt rakygq berwatak sosial. Dalam kajian
ini, penulis menelusuri sejauh mana prinsip-prineipelah dilakukan oleh koperasi, dan
apa dampaknya jika telah dilakukan terhadap perkegen koperasi, dan apa pula
hambatannya jika tidak dapat dilakukan. Untuk gembahasan terhadap prinsip koperasi

ini dilakukan satu persatu sebagai berikut:

a. Prinsip Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terkauk

Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahuf f&%ang Perkoperasian,
sifat kesukarelaaan dalam keanggotaan koperasi andogg makna bahwa menjadi
anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapap Sifat kesukarelaan juga
mengandung makna bahwa seorang anggota dapat naemiam diri dari koperasinya
sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggksar koperasi. Sedangkan sifat
terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tiddikakukan pembatasan atau

diskriminasi dalam bentuk apapun.

Asas keanggotaan sukarela telah menempatkan anggotk tetap memiliki
otonomi di dalam melakukan tindakan-tindakan ekongay apakah menggunakan
koperasi sebagai alat bagi kepentingan ekonomitaya lzerinteraksi sendiri dengan pasar

secara langsung (Ramudi Ariffin, 2002: 5).

Dalam kaitan dengan prinsip keanggotaan sifat slkampada kenyataanya di
lapangan dapat berdampak positif terhadap perkegalpakoperasi nhamun juga dapat
berdampak negatif. Tentang dampak positif, RamAdifin (2002:5) menjelaskan
berlakunya asas keanggotaan sukarela dapat mdajadir penekan bagi manajemen
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koperasi agar selalu bekerja secara profesionalefiektif di dalam menjalankan misi
pokok untuk mempromosikan anggota. Mengenai haRopke (1985) menjelaskan lebih
rinci tentang hak-hak anggota koperasi untuk aga&kefpanpada misi pokok
mempromosikan anggota, disebutnya sebagjiai voice, dan voteExit menunjukkan hak
anggota untuk keluar dari keanggotaan koperasi padadirasakan bahwa koperasi tidak
lagi memuaskan keinginan atau kepentingan ekonoimmyd. Anggota dapat juga
menggunakan haknya untuk berbicax@i¢e di dalam rapat anggota, termasuk pula

haknya di dalam menggunakan hak susiosg].

Skala ekonomi merupakan faktor yang paling dahdipertimbangkan untuk
mencapai efisiensi di dalam menyelenggarakan usatsama berbentuk koperasi. Skala
ekonomi diartikan sebagai menurunnya biaya pessatwtput apabila jumlah produksi
diperbesar sebagai akibat optimasi dari kombirmessbagai faktor produksi (Koutsoyianis,

1975 dikutip oleh Ramudi Arifin, 2002).

Asas sukarela juga dapat dimaknakan bahwa sesepemgusaha memutuskan
untuk bergabung dengan pengusaha lain dan mendik&perasi yaitu karena diyakini
bahwa dengan menyelengarakan kegiatan kolektif nadean didapat dampak sinergy
(synergy effegtatau manfaat ekonomi skala besacopomies of large scale Ekonomi
skala besar memberi dampak terhadap peningkatalulgraitas, penguatan posisi tawar
dan difusi informasi terhadap anggota-anggota kspdEschenburg dalam IHCO, 1994:

879).

Namun demikian, menurut Sutaryo Salim (1991) dadigsertasinya yang mengkaji
tentang Manajemen Permodalan serta hubungannygaigrenerapa sendi-sendi dasar

koperasi, partisipasi anggota, peranan pemerirdaHidgkungan pasar pada Koperasi Unit
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Desa di Jalur Pantura Jawa Barat bahwa asas saldarlterbuka itu dapat berdampak
negatif bagi kelangsungan koperasi, karena berdkikgpada kelemahan struktural dalam
keuangan koperasi yang disebabkan oleh berfluktyasmodal sendiri koperasi. Oleh

karena itu Sutaryo Salim menyarankan bahwa penenaqiasip keanggotaan sukarela dan
terbuka tidak berarti bahwa anggota secara mutdla® masuk dan keluar setiap waktu,
menyimpan atau menarik modal di koperasi. Sesgodapat masuk atau keluar dari
koperasi sepanjang tidak merusak kepentingan aagigat dan sepanjang dia tidak

melanggar peraturan di koperasinya.

Hal tersebut bermakna bahwa untuk keanggotaarabelkoperasi mestinya ada
persyaratan-persyaratan tertentu yang harus diperieh calon anggota. Sependapat
dengan gagasan ini, Hanel (1985: 64) menentukarasgyarat yang selayaknya dimiliki

oleh setiap anggota koperasi, yaitu :

1) Bersedia bekerjasama dan kesiapannya untuk rbehgperilaku tradisional menjadi

perilaku swadaya yang inovatif melalui kelembageaperasi.

2) Memiliki sumber-sumber daya ekonomi yang dajiadrdribusikan kepada koperasi.

3) Memiliki tingkat intelektualitas yang memadaituk ikut serta secara aktif di dalam

proses-proses pengambilan keputusan dan pengawasan.

Dari kajian di lapangan, penerapan kriteria keatapgyo koperasi sifatnya beragam
dari kondisi persyaratan yang relatif longgar samdpagan persyaratan yang sangat ketat.
Persyaratan yang longgar dicirikan dengan kewajivEmbayar simpanan pokok dan
simpanan wajib saja seperti yang diberlakukan péaj@erasi Unit Desa Karya Teguh di
Lembang Jawa Barat, sedangkan persyaratan yan@tskemt dicirikan dengan tidak

hanya kewajiban membayar simpanan pokok dan wagtainkan ada persyaratan khusus
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baik dari kondisi usaha anggota yang sedang dikaahdahkan sampai dengan uji
kelayakan karakteristik kepribadian seperti yarigedakukan pada KPSBU Lembang. Uji
kelayakan usaha yang diberlakukan pada KPSBU Leglztalah kepemilikan sapi
minimum 2 ekor (bagi yang memiliki satu ekor staitgssebagai calon anggota), dan telah
lulus masa uji loyalitas ke koperasi yang dicirikdengan kedisiplinan dalam menjaga
kualitas susu yang disetor ke koperasi selamatahtin, serta lulus mengikuti pendidikan
anggota. Proses pendidikan anggota ini lah yangadeperekat keanggotaan di KPSBU
Lembang. Ada perbedaan yang menjadi kekahasarpaees pendidikan anggota yang
dilakukan oleh KPSBU dari koperasi lain pada umumniendidikan anggota yang
dilakukan oleh KPSBU dilaksanakan sebelum caloggata direkrut menjadi anggota
sebagai bagian dari proses seleksi anggota, sehibggitu seseorang direkrut menjadi
anggota, dia telah memiliki pemahaman dan keyakyeary kuat terhadap keanggotaan

koperasinya.

Penerapan kriteria pada persyaratan keanggotaagate berdampak kepada
ketahanan keanggotaan koperasi itu sendiri. Katah®ermakna pada kualitas anggota
yang lebih baik, partisipasi anggota lebih baikan gpeluang keluar-masuk kenaggotaan

yang relatif rendah.

Dengan fakta lapangan ini, penulis sependapat depgadangan dari Sutaryo
Salim bahwa asas terbuka dan sukarela dalam ke@maggéoperasi bahwa penerapan
prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka tidakrthdrahwa anggota secara mutlak bebas
masuk dan keluar setiap waktu, menyimpan atau nkenaydal di koperasi. Seseorang
dapat masuk atau keluar dari koperasi sepanjaad titerusak kepentingan anggota lain
dan sepanjang dia tidak melanggar peraturan dirkspg/a. Penulis pun setuju dengan

pendapat Hanel tentang tiga kriteria keanggotagretasi. Oleh karena itu, rekrutasi
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anggota koperasi harus diatur tersendiri secaaa @eh pertautan di koperasi (AD/ART),
dan peraturan ini harus menajdi bagian terintegdasi manajemen keanggotaan di
koperasi. Dalam konteks ini manajemen keanggotaag yelah dilakukan oleh KPSBU

Lembang dan telah memperlihatkan efektifitasnyasebaik penulis rekomendasikan bisa

dijadikan salah satu referensi untuk pemodelan jearen keanggotaan.

Untuk lebih jelasnya, kondisi persyaratan menjaahggota pada koperasi yang

dikaji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Pemberlakuan Persyaratan Menjadi Angd&baerasi
pada Koperasi yang Dikaji

Bayar Mengikuti Kecocokan
Simpanan | pendidikan ; Kelayakan | | .. . Melewati
. Jenis Uji loyalitas/
No | Nama Koperasi pokok dan anggota skala LA fase calon
; . usaha yg Kepribadian
simpanan terlebih dilakukan usaha anggota
wajib dahulu
KSP Sejahtera . . . .
1 (Manado) Ya Tidak Tidak tidak Ya Tidak
KUD Wenang . . . .
2 (Manado) Ya Tidak Tidak tidak Ya Tidak
3 Puskud Sulut Ya Tidak Tidak tidak Tidak Tidak
Koperasi Nelayan Ya
. . Nelayan . . .
4 Tirta (Minahasa Ya Ya Ioedacan tidak Tidak Tidak
Utara) P ikar? 9
Pen\c;?(‘jikan Ya Ya Ya, Disiplin Ya
5 KPSBU Lembang Ya . Peternak | Minimum | kualitas susu
3 hari dan : .
test sapi 2 ekor sapi| DIm 2 tahun 2 tahun
g | KUDKayaTeguh Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
(Lembang)
KUD Trisula . : .
7 (Majalengka) Ya Ya Tidak tidak Tidak Ya
ya
. Ya
Koptan Trisula . .
8 ; Ya Ya Ya tidak Melalui
(Majalengka) kelompok
tani
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ya

KSP Trisula Ya

(Majalengka) Ya Ya Tidak ya Melalui

kelompok 6 bulan
tani

b. Prinsip Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor &% 1992 tentang
Perkoperasian bahwa Prinsip demokrasi menunjukledmwé pengelolaan koperasi atas
kehendak dan keputusan para anggota. Para anggtdh yang memegang dan
melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperassipini berkaitan erat dengan prinsip
one man one voigang menjadi salah satu ciri koperasi selain dardaal identityanggota
koperasi seperti telah diuraikan di at@se man on&ote diartikan sebagai hak suara yang
diberikan tidak memandang besarnya modal yangebiasikan pada koperasi. Perbedaan
ini menyebabkan setiap keputusan yang diambil datargka meningkatkan efisiensi pada
koperasi akan berbeda dengan perusahaan non-kiopesmipun faktor-faktor efisiensi

sama, misalnya biaya, harga, output, dan lain{ldendar dan Kusandi, 2002:45).

Temuan dari kajian lapangan, bahwa pelaksanaarman one votgada koperasi
ada dua pola, pola pertama dilakuls@tara langsun@rtinya semua anggota memberikan
suaranya secara langsung pada Rapat Anggota, dmrkguiua denganara perwakilan
Dalam pola perwakilan ini, Rapat Anggota dilakukhra tahap, tahap pertama dilakukan
rapat di masing-masing kelompok anggota. Rapatading-masing kelompok anggota ini
kemudian disebut Pra-RAT. Tahap kedua, setiap ksddmanggota mengirim utusannya
sebagai perwakilan kelompok untuk hadir di Rapagdgata Tahunan dengan membawa

keputusan-keputusan di Pra-RAT.
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Ada beberapa alasan diambil pola perwakilan dal#&m Bleh koperasi. Alasan
pertamaadalah untulefisiensi biaya alasarkeduaadalahefisiensi proses pengambilan
keputusan karena dengan jumlah peserta rapat yang begityakaproses pengambilan
keputusan akan sangat alot, dan alasetiga adalah alasan kemudahan teknis yang
menyangkut tempat, karena dengan jumlah peseré yapg mencapai ribuan akan sulit

melakukan rapat dalam satu waktu dan satu tempat.

Namun ada fenomena yang menarik di KPSBU Lembangpekasi ini
menerapkan pola perwakilan dan pola langsung. Pefaakilan dilakukan pada RAT
yang tidak mengambil keputusan pemilihan pengwedangkan pola langsung dilakukan
pada RAT yang mengambil keputusan pemilihan persgukiedua pola ini dilakukan di
KPSBU sesuai dengan kehendak apara anggota yahgéeluang dalam RAT. Walaupun
jumlah anggota KPSBU saat ini sebanyak 6500 aagg@mun pola langsung ternyata
dapat dilakukan dengan cara pergiliran waktu rapahgan cara demikian maka para
anggota memperolh kepuasan maksimum dalam prosgsupilan keputusan pemilihan
pengurus KPSBU. Dalam hal ini, KPSBU memang telamitiki kemampuan finansial

yang memadai untuk melakukan pola langsung dalarh. RA
Berikut ini disajikan data tentang penerapan ppirt@mokrasone man one vote

pada koperasi yang dikaji.

Tabel 4 : Penerapan Demokrasi One Man One Vote
pada Koperasi yang dikaji

: Penerapan sistem Penerapan sistem
No Nama Koperasi .
perwakilan langsung
1 KSP Sejahtera (Manado) Ya Tidak
2 KUD Wenang (Manado) Ya Tidak
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3 Puskud Sulut Tidak Ya
4 Koperasi Nelayan Tirta Tidak Ya
(Minahasa Utara)
5 KPSBU Lembang Ya Ya
Untuk keputusan Untuk keputusan
bukan pemilihan pemilihan pengurus
pengurus
6 KUD Karya Teguh Ya Tidak
(Lembang)
7 KUD Trisula (Majalengka) Ya Tidak
8 Koptan Trisula (Majalengka Ya Tidak
9 KSP Trisula (Majalengka) Ya Tidak

Mengambil studi banding di Denmark, rapat anggetpat! dilakukan baik dihadiri
oleh seluruh anggota, dapat juga berupa dewan g#awayang anggotanya ditunjuk oleh
anggota sesuai dengan ketentuan yang telah ditgtaplapat anggota yang dihadiri oleh
seluruh anggota secara langsung berlaku pada lsbpe@l. Namun pada koperasi yang
telah tumbuh menjadi besar mencapai ribuan oraagamapat anggota dilakukan melalui

dewan perwakilan anggota.

Dengan mengambil kesimpulan dari kajian lapangan dangan mengambil
bandingan dengan koperasi di Denmark, maka sefa@yaga Ahli manajemen koperasi,
penulis menyimpulkan bahwa di Indonesia pun pelskaa rapat anggota pada koperasi
yang relatif kecil jumlah anggotanya dapat dilakuksecara langsung, namun pada
koperasi yang telah tumbuh menjadi besar, rapagaagsebaiknya dilakukan melalui
perwakilan anggota. Hal ini didasari oleh pertindmmpertimbangan rasional yaitu:
pertama adalah untukefisiensi biaya kedua adalah efisiensi proses pengambilan

keputusan karena dengan jumlah peserta rapat yang begityakaproses pengambilan
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keputusan akan sangat alot, degtigaadalah alasan kemudahan teknis yang menyangkut
tempat, karena dengan jumlah peserta rapat yangapanribuan akan sulit melakukan

rapat dalam satu waktu dan satu tempat.

c. Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan aeg adil sebanding dengan besarnya
j[asa usaha masing-masing anggota.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 25 tahun 1&8@&ng Perkoperasian
dijelaskan bahwa pembagian sisa hasil usaha kepagipota dilakukan tidak semata-mata
berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalametasp tetapi juga berdasarkan
pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperHstentuan yang demikian ini

merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadila

Terhadap prinsip ini penulis tidak menemukan kordrsi di antara para ahli
koperasi. Prinsip telah dengan jelas menggambat&ammenggariskan keadilan bagi para
anggota koperasi. Namun dari hasil kajian di lgpan ternyata prinsip ini tidak mudah
dilaksanakan karena untuk menerapkan prinsip erlupdidukung dengan sistem
administrasi pencatatan pelayanan ke anggota yamgat baik. Oleh karena itu,
kebanyakan koperasi memberikan SHU kepada ang@goigad jumlah yang sama tanpa
mempertimbangkan besarnya jasa usaha masing-masgypta. SHU tersebut diberikan
saat Rapat Anggota Tahunan sebagai “uang dudukudag transport. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa koperasi yang telah mampmlaksanakan prinsip asas
proporsionalitas dalam pembagian SHU adalah kopemasg telah baik administrasi

pelayanan kepada anggotanya.

Untuk Jelasnya berikut disajikan data penerapamsii proporsionalitas
pembagian SHU ini pada koperasi yang dikaji :
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Tabel 5 : Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dal&ambagian SHU

No Nama Koperasi Pembagian SHU Pembagian SHU
sebanding dgn jasa disamaratakan
usaha anggota

1 KSP Sejahtera (Manado) Tidak Ya

2 KUD Wenang (Manado) Tidak Ya

3 Puskud Sulut - -

4 Koperasi Nelayan Tirta Tidak Ya
(Minahasa Utara)

5 KPSBU Lembang Ya Tidak

6 KUD Karya Teguh Tidak Ya
(Lembang)

7 KUD Trisula (Majalengka) Ya Tidak

8 Koptan Trisula (Majalengka Ya Tidak

9 KSP Trisula (Majalengka) Ya Tidak

d. Prinsip Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Tatthp Modal

Penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 nignferkoperasian
menjelaskan bahwa modal dalam koperasi pada dasdipgrgunakan untuk kemanfaatan
anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntun@éh karena itu balas jasa terhadap
modal yang diberikan kepada para anggota jugattsespdan tidak didasarkan semata-mata
atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimakemgah terbatas adalah wajar dalam

arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasa

Para ahli koperasi berpendapat bahwa prinsiperddmpak tidak baik terhadap
pemupukan modal sendiri koperasi karena prinsipgauterbatas atas modal tidak
memberikan insentif untuk meningkatkan modal karédak akan menambah bagian

pendapatannya. Modal yang disertakan di koperdak tmemberikan kekuasaan, sebab
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hak suara di koperasi didasarkan atas dasar pongipnan one vote seperti telah dibahas
di atas. Pendapat tersebut antara lain dikemukalem Hindersah Wiratmadja (1990),
yang kemudian diperkuat oleh Sutaryo Salim (199a)am kesimpulaan disertasinya
sebagai hasil kajiannya pada KUD di Pantura JawatBaahwa prinsip imbalan modal
yang terbatas ini merupakan salah satu faktor fety&elemahan struktural permodalan
koperasi. Oleh karena itu, kebanyakan koperasi galami kesulitan dalam hal

permodalan ini.

Namun, pendapat dan kesimpulan tersedafat dipatahkan oleh temuan di
KSP Trisula Majalengka, karena di KSP ini para antggercaya untuk menabung di KSP,
bahkan tabungan untuk satu anggota ada yang t&bih50 juta rupiah. Kepercayaan
anggota kepada KSP ini karena pengelolaan KSP ssdabat baik dengan prinsip
corporate governancegtransfaransi, accountable), selain itu para ateggega punya

keyakinan akan mendapat imbalan tambahan dari &speerupa SHU di akhir tahun.

Berikut ini disajikan tabel tentang suku bunga maman yang diberikan oleh

koperasi kepada anggota yang dikaji.

Tabel 6 : Besarnya Imbalan Terhadap Modal di Kopgera

No Nama Koperasi Besar.nya imbalan terhadap
simpanan anggota

1 KSP Sejahtera (Manado) Tidak menerima simpanan
angota

2 KUD Wenang (Manado) 10 %

3 Puskud Sulut Usaha belum berjalan lag

4 Koperasi Nelayan Tirta Tidak diberikan imbalan

(Minahasa Utara)
5 KPSBU Lembang 12 %
6 KUD Karya Teguh 8 %
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(Lembang)
7 KUD Trisula (Majalengka) 10 %
8 Koptan Trisula (Majalengka 10 %
9 KSP Trisula (Majalengka) 10 %

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa gripgmberian imbalan terbatas

atas modal dapat diberlakukan di koperasi yangjidikdentang_dampak negatif dari

penerapan prinsip ini kepada kekuatan permodalaerksi dapat dibantah oleh KPSBU,

KUD Wenang, KUD Trisula, KSP Trisula, dan Koptansiita, karena modal sendiri pada

koperasi ini cukup baik.

e. Prinsip Kemandirian

Penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tggnRerkoperasian
menjelaskan bahwa kemandirian mengandung pengedaqat berdiri sendiri tanpa
tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh ekspyaan kepada pertimbangan,
keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalamniknaa tergantung pula pengertian
kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swath@yani mempertanggungjawabkan

perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelalaediri.

Sejalan dengan makna kemandirian dalam prinsipriaspepakar koperasi Hanel
(1998) mengemukakan konsep otonom dalam koperammulit Hanel, koperasi yang
otonom dapat didefinisikan sebagai organisasi sya#laperasi yang berorientasi kepada
anggota, otonom dalam menetapkan tujuan-tujuanayaddlam merumuskan kebijakan-
kebijakan usahanya seperti pada perusahaan-peamsalBs&vasta dan organisasi
ekonominya. Koperasi-koperasi yang otonom ituhtelmnggap mampu mempertahankan
eksistensinya dan meningkatkan sendiri usaha-ugahanpa bantuan dan dukungan dari

lembaga-lembaga pemerintah atau pemerintah.
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Jika disimpulkan, maka prinsip kemandirian itu nmeamdung makna dua hal,
pertamamandiri dalam manajemen yang mencakup otonom dat@metapkan tujuan-
tujuannya dan dalam merumuskan kebijakan-kebijalsathanya, dakedua mandiri dari
segi keuangan tidak bergantung kepada bantuaitdasprogram pemerintah. Artinya
koperasi dapat tetap mengembangkan usahanya walatampa fasilitas program
Pemerintah. Atau, kalaupun ada fasilitas bantuan REmerintah yang berupa program,
prosentasinya tidak dominan dibanding permodalampetasi secara keseluruhan.
Berdasarkan dua kriteria kemandirian ini, maka kairkemandirian koperasi yang dikaji

dapat disajikan sebagi berikut:

Tabel 7 : Kemandirian Koperasi yang dikaji

Mandiri permodalan

No Nama Koperasi Mandiri dari segi

P manajemen (Permodalan tidak bergantung

fasilitas program pemerintah)
1 KSP Sejahtera (Manado) Tidak Ya
2 KUD Wenang (Manado) Ya Ya
3 Puskud Sulut Ya Usaha belum berjalan lagi
Koperasi Nelayan Tirta
4 (Minahasa Utara) Ya Ya
5 KPSBU Lembang Ya Ya
6 KUD Karya Teguh va va
(Lembang)

7 KUD Trisula (Majalengka) Ya Ya
8 | Koptan Trisula (Majalengka Ya Ya
9 KSP Trisula (Majalengka) Ya Ya

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pringmandirian dari aspek

manajemen dan aspek permodalan dapat diterapk&opérasi dengan baik. Namun
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demikian ada kesimpulan yang menarik dari SutaglorSdari disertasinya tentang kajian
manajemen permodalan pada KUD di Jalur Pantura Bavat bahwa meskipun pada
KUD terdapat pertisipasi kontribusi modal dan sgpasi insentif anggota dalam
memanfaatkan pelayanannya, tetapi belum mempyrgm@garuh yang berarti terhadap
kemampuan permodalan KUD. Modal sendiri yang dipemgy secara nyata oleh
partisipasi kontribusi modal anggota masih sangdbatas jumlahnya untuk mencapai
keadaan permodalan tersebut. Dalam kaitan mjt&esimpulan Sutaryo Salim, peranan
pemerintah dalam permodalan KUD dapat menetralidampak yang kurang

menguntungkan dari penerapan sendi-sendi dasarrdsiptertentu dan keterbatasan
kemampuan kontribusi anggota, sehingga jumlah megdalrelatif stabil dan tidak

mengalami kekurangan untuk memodali program usahany

f. Prinsip Pendidikan Perkoperasian

Pendidikan perkoperasian merupakan salah saturfgddoting dalam gerakan

koperasi. Pendidikan perkoperasian dimaksudkaokumteningkatkan kompetensi seluruh

warga koperasi yang mencakup pengurus, karyawaramiggota koperasi. Kompetensi yang

dimaksud mencakup sikap yang positif terhadap lagpepengetahuan dan keterampilan yang

memadai untuk mengelola dan berpartisipasi di kagper

Khusus pendidikan bagi anggota koperasi, seringbdis sebagai program

pendidikan anggota. Pendidikan anggota ini sangatemtiukan bagi kelancaran organisasi

dan usaha koperasi, mengingat agar anggota dapaameni dan melaksanakan hak dan

kewajibannya di koperasi. Pemahaman dan keyakinggaota terhadap manfaat koperasi

juga merupakan salah satu output dari pendidikagg@a. Pada gilirannya pendidikan

anggota juga mendukung kepada pelaksanakanan pprewiarela dalam keanggotaan
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koperasi, karena asas sukarela juga dapat dimakndledowa seseorang pengusaha
memutuskan untuk bergabung dengan pengusaha laimdadirikan koperasi yaitu karena
diyakini bahwa dengan menyelengarakan kegiatankiblenaka akan didapat dampak

sinergy 6ynergy effegtatau manfaat ekonomi skala besaopnomies of large scale

Begitu pentingnya pendidikan perkoperasian, makandalokasi SHU di koperasi.
Ada kewajiban koperasi untuk mengalokasikan sebadai SHU tersebut untuk program
pendidikan perkoperasian. Hanya saja, dalam img¢asinya, program pendidikan
koperasian ini sangat bervariasi di antara kopeesa yang sudah dapat melaksanakannya
secara terprogram, tetapi kebanyakan koperasikseshakannya masih secara insidentil.

Namun ada kondisi khusus pada beberapa kopeliashtaranya pada KPSBU

Lembang, bahwa pendidikan perkoperasian diberikaara khusus selama tiga hari kepada
calon anggota. Setelah mengikuti pendidikan, kepaeberta diberikan test/evaluasi. Hasil
evaluasi ini menjadi salah satu pertimbangan di@riatau tidaknya seseorang menjadi

anggota KPSBU.

Dari hasil kajian lapangan, dapat ditarik sebuasirkpulan bahwa pada koperasi
yang telah melaksanakan program pendidikan perks@emya secara terprogram dan
konsisten, maka komitmen anggota ke koperasi Ibaik. Ini terjadi di KPSBU Lembang,
KUD Trisula, KSP Trisula, dan Kopta Trisula. Berikdisajikan pelaksanaan pendidikan

perkoperasian pada koperasi yang dikaji:

Tabel 8 : Pelaksanaan Pendidikan Perkoperasiarag&dperasi yang Dikaji

No Nama Koperasi Pendidikan Pendidikan untuk
untuk anggota karyawan
1 KSP Sejahtera (Manado) Belum terprogram, Insidentil, mengikuti
dilaksanakan pada| undangan pelatihan dari
saat merekrut pihak luar
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anggota, RAT dan
saat monitoring
lapangan

KUD Wenang (Manado)

Belum terprogram
pendekatan masih
informal,
dilaksanakan pada
saat merekrut
anggota, RAT dan
saat monitoring

Insidentil, mengikuti
undangan pelatihan da
pihak luar

ri

Puskud Sulut

saat RAT

Belum terprogram,

Belum ada, karena
kegiatan koperasi baru
dirintis lagi

Koperasi Nelayan Tirta
(Minahasa Utara)

Belum terprogram,
pendekatan masih
informal,
dilaksanakan pada
saat merekrut
anggota, RAT dan
saat monitoring

Belum dilaksanakan
karena belum ada
karyawan

KPSBU Lembang

Sudah terprogranm
dilaksanakan saat
merekrut anggota,
RAT, monitoring,
dan acara khusus

sesuai jadual

Sudah terprogram
sesuai jadual, dan
secara insidentil
mengikuti undangan
pelatihan dari luar

KUD Karya Teguh
(Lembang)

Belum terprogram,
pendekatan masih
informal,
dilaksanakan pada
saat merekrut
anggota, RAT dan
saat monitoring

Insidentil, mengikuti
undangan pelatihan da
pihak luar

KUD Trisula (Majalengka)

Sudah terprogram
dilaksanakan saat
merekrut anggota,
RAT, monitoring,
dan acara khusus

sesuai jadual

Sudah terprogram
sesuai jadual, dan
secara insidentil
mengikuti undangan
pelatihan dari luar

Koptan Trisula (Majalengka

Sudah terprogram,

dilaksanakan saat
merekrut anggota,
RAT, monitoring,
dan acara khusus
sesuai jadual

Sudah terprogram
sesuai jadual, dan
secara insidentil
mengikuti undangan
pelatihan dari luar

KSP Trisula (Majalengka)

Sudah terprogram,

dilaksanakan saat
merekrut anggota,
RAT, monitoring,

dan acara khusus

Sudah terprogram
sesuai jadual, dan
secara insidentil
mengikuti undangan
pelatihan dari luar
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| | sesuai jadual |

4.6 Keanggotaan

Keanggotaan dalam koperasi merupakan salah sagk gmmting, karena maju
mundurnya sebuah koperasi antara lain dipengarlgii tngkat partisipasi anggota di
koperasi.  Oleh karena itu keanggotaan diaturraet&rsendiri dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1992 yaitu dalam Bab V tentang Kgataan. Pernyataan ini sesuai
sesuai dengan hasil penelitian Rachmad (1993) yaargatakan bahwa anggota merupakan
faktor penentu keberhasilan pengembangan koper&fasil pengujian statistik
memperlihatkan bahwa partisipasi anggota mempuypgagaruh yang sangat nyata dengan
r* = 0,5161. Bila dilihat faktor yang turut mempengsraktifitas partisipasi anggota maka
mutu pelayanan koperasi kepada anggota merupakednor faunci dalam peningkatan
partisipasi anggota koperasi (Rachmad, 1993:174).iid berarti bahwa mutu pelayanan
perusahaan koperasi kepada anggota sangat ditentolan tingkat efektivitas dari
manajemen keanggotaan yang dilakukan oleh kopdsdaimanajemen keanggotaan yang

dilakukan koperasi berjalan secara efektif makgk@m partisipasi anggota akan meningkat.

Dengan demikian, kalau diurut secara logika, maéan derjadi urutan hubungan
sebab akibat sebagai berikut: Jika manajemen ketamgdkoperasi baik, maka kualitas
pelayanan koperasi dan kualitas anggota koperasi lb&ik; jika kualitas pelayanan koperasi
baik dan kualitas anggota koperasi baik maka naarkaeperasi kepada anggota semakin
tinggi; jika manfaat koperasi tinggi maka partisipanggota akan baik; jika partisipasi
anggota baik maka usaha koperasi akan berkembangeti®odalan koperasi akan kuat; jika
permodalan koperasi kuat dan usaha koperasi beddegninaka koperasi akan berhasil, dan
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pelayanan koperasi kepada anggota akan semakin Haitungan loghis sebab-akibat

tersebut dapat dikgambarkan sebagai berikut :

Pelayanan Koperasi

| |
Usaha Koperasi Permodalan
Partisipasi Anggota
Manfaat Koperasi Baik
| |
Kualitas Pelayanan Kualitas Anaaota Baik

Management Keanggotaan

Gambar 5 : Hubungan sebab-akibat manajemen keaaggot

dengan pelayanan koperasi

Dalam kaitan ini, selanjutnya dalam penelitian ydag, menyatakan bahwa
semakin tinggi tingkat partisipasi anggota terhadagperasi, menyebabkan semakin
tingginya posisi pendanaan sendiri dan tingkat Redmlan usaha yang dicapai koperasi
(Suryana, 1992:121). Penelitian lain, yang kesimpoya hampir sama menyatakan bahwa
pengadaan modal intern menunjukan pengaruh sangata nterhadap keberhasilan
pengadaan modal. Hal ini berarti bahwa semakin rbdaaa intern yang dimobilisasi,
semakin besar pula jumlah pengadan modal kopdrsilul Hamid, 1994:145). Sementara
itu, Kudus Danasasmita dalam penelitiannya mengatdiebih tegas bahwa partisipasi
anggota berpengaruh terhadap pemupukan modal isgadg dihimpun dari anggotanya.
Posisi modal sendiri dalam koperasi mencapai 48epedari modal keseluruhan (Kudus

Danasasmita, 1995:171).
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Berdasarkan logika yang sama, kemudian beberapa pakerasi secara spesifik
menganalisis kaitan erat antara partisipasi anggetagan manfaat koperasi. Salah di
antaranya adalah Ropke (1989 : 70) yang mengerankiorinya tentang Tes Koperasi

(Cooperative Test) sebagai berikut :

(a) Individu akan menjadi anggota koperasi, bilarkengan yang diperoleh dengan menjadi
anggota koperasi lebih besar jika dibandingkan dengenjadi anggota non-koperasi
(Cooperative Test), dan melaldconomic Teskeuntungan berkoperasi lebih besar jika

dibandingkan dengan apabila individu berusaha agunorangan.

(b) Individu akan membeli atau menjual pada koperaga keuntungan membeli atau
menjual pada koperasi lebih besar jika dibandingkamgan membeli atau menjual pada

pesaing koperasi (Market Test).

(c) Anggota koperasi akan berpartisipasi aktif Bgantungan yang diperoleh anggota lebih

besar jika dibandingkan dengan keuntungan non-aaggarticipation Test)

Sebagai anggota koperasi, jelaslah mereka mempuaysn mengapa mereka
membentuk atau masuk menjadi anggota koperasiaAlgang paling pokok adalah bahwa
mereka ingin mendapatkan manfaat dari koperasi ya@gka dirikan atau masuki. Dalam
hal ini Yuyun Wirasasmita (1992:11) menjelaskanvimlanggota koperasi seharusnya akan
mendapat manfaat khusus dari koperasi karena sgtlgaggan sekaligus sebagai pemilik.
Selanjutnya manfaat yang akan diperoleh dari kgpéi@us senantiasa lebih besar daripada
manfaat yang akan diperoleh dari perusahaan bukgrer&si. Keadaan demikian itu
menunjukan bahwa koperasi telah lulus uji manfagtekasi ¢ooperative te$t Hal ini

berarti pula bahwa koperasi itu telah lulus uji gragnarket tegt yaitu koperasi dapat
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memberikan manfaat yang setidak-tidaknya sama deggag diberikan oleh perusahaan

bukan koperasi.

Pada bagian lain Yuyun Wirasasmita menjelaskawaah

“kita perlu meyakini beberapa postulat tentandkgpperasianPertama seseorang
akan menjadi anggota koperasi atau bersama-samdiriken koperasi apabila
manfaat yang akan diperoleh lebih besar dibandmglebila ia berusaha sendiri
tanpa koperasiKedug sebagai konsekuensi postulat yang pertama, nmanfaa
koperasi secara total harus lebih besar dibandmglemjumlahan manfaat yang
diperoleh calon-calon anggota tanpa koperasi. Ragtostulat tersebut penting
untuk memahami tugas-tugas atau fungsi-fungsi apeg yharus dilaksanakan
dengan baik oleh koperasi maupun anggota” (Yuyura¥dsmita, 1993:20).

Hal senada dikatakan oleh Hanel (1989:61), ia ntekga bahwa, pada dasarnya
setiap anggota (calon anggota) akan menilai kepotusintuk memasuki dan
mempertahankan/memelihara secara aktif hubungadaggan suatu organisasi koperasi,
jika seluruh intensif yang diperoleh lebih besaaijasekurang-kurang sama besar) dengan

kontribusi yang harus diberikan.

Argumentasi diatas kiranya cukup memadai untuk kiekan tentang pentingnya
manajemen keanggotaan. Manajemen keanggotaan kbpdepat dibahas melalui
pendekatan manajemen sumber daya manusia. Hallakukian karena anggota koperasi
merupakan salah satu sumber daya manusia yangkdioléh organisasi yang berbentuk
koperasi. Disamping itu, dalam koperasi secara anikrenganut identitas ganddugl
identity), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus gaibpelanggan (Hanel, 1989:30;
Ropke 2000:16). Dengan demikian pendekatan manajsomaberdaya manusia sangat tepat
dalam membahas manajemen keanggotaan koperasiniHaperti yang dijelaskan dalam
sebuah model manajemen keanggotaan leh Sutarym §2002) yang dikutip oleh Casca

(2003: 21).
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Tabel 9

Matriks Manajemen Keanggotaan Koperasi

Fungsi Manajemen Keanggotaan Koperasi
Operasional
Pengadaan Pengembangan| Pemberian| Pemeliharaan Pemutusan
Hubungan
Anggota Anggota Manfaat Anggota
. Keanggotaan
Manajemen
Strategik
Formulasi Calon Pendidikan Surplus | Kesehatan, Keanggotaan
Strategi : anggota dan (SHU) kenyamanan | Terbuka
1. Visi & Misi pelatihan dan
2. Tujuan Anggota Manfaat | kesejahteraan
3. Strategi dilayani Pengetahuan langsung
4. Kebijakan keterampilan
Implementasi Strategi|: Keanggotaan Manfaat
1. Program penuh Kemampuan tidak
2. Anggaran langsung
3. Prisedur Keanggotaan Status
Evaluasi dan Optimum
pengawasan

MENGGUNAKAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI, MANAJEMEN DANKOPERASI

Tiga keberhasilan:

Keberhasilan Keanggotaan

Keberhasilan Usaha

Keberhasilan Pembangunan

Sumber: Sutaryo Salim (2002)
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Berkaitan dengan partisipasi anggota, Hanel (1988hjelaskan ada dua jenis
partisipasi yaitu partisipasi kontributif dan psipasi insentif. Partisipasi kontributif yaitu
partisipasi dalam kedudukan sebagai pemilik pemamahkoperasi, sedangkan partisipasi
insentif adalah partisipasi anggota dalam kedudus@pagai pengguna jasa perusahaan

koperasi (Hanel, 1985:60).

Dengan meningkatnya partisipasi insentif maka velummansaksi yang dilakukan
anggota koperasi terhadap perusahaan koperasi ipemagningkat. Dengan volume
transaksi meningkat maka biaya operasional kopesasiakin meningkat maka biaya
operasional koperasi pun dapat ditekan. Teori &kpidstian koperasi dapat menjelaskan
keterkaitan antara volume transaksi anggota dempgaurunan biaya. R6pke (2000:182)
menyatakan bahwa bila semua perantara diberitghensbnya maka biaya transaksi tidak
akan ada. Dengan demikian, jika semua anggota &siparempunyai komitmen sebagai
pelanggan maka biaya transaksi dalam koperasi pddl ada. Disamping penurunan biaya
transaksi, kedudukan anggota sebagai pelanggan gkga membawa dampak kepada
rendahnya biaya organisasi dan informasi yang mallannya akan menurunkan biaya

tranformasi (Yuyun Wirasasmita, 1997:4).

Berdasarkan logika diatas maka dapat disimpulkahwha jika manajemen
keanggotaan berjalan secara efektif dan efesierarpaktisipasi insentif akan meningkat.
Selanjutnya, jika partisipasi insentif meningkatkanasolume transaksi dalam perusahaan
koperasi pun meningkat. Akibat lebih lanjut, bil@lwme transaksi dalam perusahaan
koperasi meningkat maka akan terjadi penurunanabigerasional melalui efesiensi biaya

transaksi, biaya organisasi, dan biaya informasi.

81



Kesimpulan diatas, sesuai dengan hasil penelitig yelah dilakukan oleh para ahli
tentang kepuasan pelanggan. Bernd (1997:247) makayabahwa kepuasan pelanggan akan
mampu menjadi penghalang bagi pelanggan untuk pindgau beralih kepada
produk/pelayanan pesaing. Sedangkan Johnson (39®@&rdyimpulkan bahwa determinan
utama dari loyalitas pelanggan adalah kepuasan giaagakan oleh pelanggan. Oleh karena
itu, agar tetap dapat mempertahankan pelanggan gaag perusahaan harus mampu
meyakinkan bahwa pelanggan dapat tetap terpuasgfaridhan dan harapannya (Storbacka,

1994:26).

Berdasarkan dari uraian menunjukan bahwa manajédmanggotaan yang efektif
dan efesien dapat meningkatkan partisipasi korttfjlpartisipasi insentif, akumulasi modal,
dan volume transaksi. Keempat variabel antaralatsgapat mempengaruhi efesiensi biaya
dalam perusahaan koperasi. Logika berfikir yanganaasi terjadinya efesiensi biaya dalam

perusahaan koperasi dapat diuraikan melalui teoripgendapat para ahli dibawabh ini.

Berry (1993:27) menjelaskan pentingnya skala uskleaomis ¢conomies of scgle
dalam suatu perusahaan, dengan skala usaha ekodapas menurunkan biaya per unit
yang dihasilkan dari meningkatnya tingkat outp@nétunan biaya ini diperoleh dari skala
usaha ekonomis internainfernal economies of scaledan usaha ekonomis eksternal
(external economies of scaleSkala usaha ekonomis internal terjadi di dalamatis
perusahaan atau pabrik. Perluasan keluavatpy) mengakibatkan penurunan biaya tetap
rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Sedangkala susaha ekonomis eksternal yaitu

dampak dari merjer atau amalgamasi di mana unitamsga menjadi lebih ekonomis.

Sejalan dengan itu, Koutsoyiannis (1975:126) mesjeln bahwa skala usaha

ekonomis dalam perusahaan akan membawa dampakakegradpainya ukuran minimum
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yang efesiennfjinimum effecient sizeHal ini terjadi karena adanya skala usaha ekasmom
nyata (eal economiesyaitu skala ekonomis yang tercapai karena peramrunaya akibat
dari pertambahan produksi. Ekonomis readal economigs dapat dilakukan dalam: a)
aktivitas proses produksi; b) aktivitas penjualam ggemasaran; c) aktivitas manajerial; dan
d) aktivitas transportasi dan penyimpanan. Sedangideonomis keuanganpécuniary
economieps adalah akibat dari perbaikan posisi tawar menag@argaining positiof
sehingga dapat menerima potongan harga untuk baamgg yang sudah dibelinya, bunga

lebih rendah, biaya iklan yang lebih murah, daydi@ngkut yang lebih murah.

Sebagai inti dari uraian di atas, dapat disimpulkethwa dalam manajemen
keanggotaan terkandung makna pemikiran efisiensai efektivitas sebagai tujuan dari
manajemen keanggotaan itu sendiri. Itu artinya laakelima fungsi operasional manajemen
keanggotaan seperti yang dimodelkan oleh SutaryionSgang mencakup: pengadaan
anggota, pengembangan anggota, pemberian manfad&eanggota, pemeliharaan anggota,

dan pemutusan hubungan dengan anggota.

Sebagai contoh, keputusan koperasi untuk meneringggota baru di koperasi
mestinya didasarkan pertimbangan untuk mengoptmnalékala ekonomietonomic of
scalg dari usaha koperasi. Jika dengan jumlah anggatg sekarang ternyata kapasitas
produksi di usaha koperasi belum optimal, maka kpilpengurus kemudian dapat
memutuskan untuk menambah anggota baru sampaiadicaplah optimum. Demikian pun
upaya pengembangan anggota dan pemeliharaan andgopaksudkan agar partisipasi
angota meningkat untuk mencapai skala ekonomis ausaperasi. Sebaliknya, untuk
anggota-anggota yang tidak memenuhi kewajibannga atelakukan tindakan-tindakan
yang dapat merusak efisiensi dan efektivitas usaiparasi maka dapat diberhentikan dari

keanggotaannya.
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Bagaimana penerapan manajemen keanggotaan padaddpperasi yang dikaji,

berikut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10 : Manajemen Keanggotaan pada Koperasg\Rikaji

Fungsi Manajemen Keanggotaan Koperasi
Operasional
Pengadaan Pengembangan| Pemberian| Pemeliharaan Pemutusan
Anggota Anggota Manfaat Anggota Hubungan
Keanggotaan
Nama Koperasi
Calon Pendidikan Surplus | Kesehatan, Keanggotaan
anggota dan (SHU) kenyamanan | Terbuka
Anggota pelatihan Manfaat | dan
dilayani Pengetahuan langsung| kesejahteraan
Keanggotaan keterampilan Manfaat
penuh Kemampuan tidak
Keanggotaan Status langsung
Optimum
1. KSP Anggota dan non Belum SHU, Tidak ada
Sejahtera angggota terprogram, manfaat program
(Manado) masih bersifat | langsung | kesejahteraan
informal tidak ada
dilaksanakan karena
pada saat anggota
merekrut disamakan
anggota, RAT dgn non-
dan saat anggota
monitoring
lapangan
SHU, Hadiah
2. KUD Anggota dan non Belum manfaat natal/lebaran | 2 tahun tdk
Wenang anggota terprogram, langsung | bagi anggota | aktif
(Manado) pendekatan anggota aktif seharga | diberhentikan
masih informal, | mendapat | Rp 50.000,-
dilaksanakan discount 10
pada saat %, hadiah
merekrut natal/lebara
anggota, RAT n seharga
dan saat Rp
monitoring 50.000,-
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Anggota aktif Belum ada | Belum ada Belum ada
3, Puskud Sulut| dan anggota Belum krn usaha kebijakan
tidak aktif terprogram, saat| bari dirintis pemberhentia
RAT lagi n anggota
4. Koperasi Anggota (hanya | Belum SHU, Belum ada Krn jumlah
Nelayan Tirta | melayani terprogram, bunga anggoat hanya
(Minahasa anggota) pendekatan pinjaman 27 orang,
Utara) masih informal, | lebih belum ada
dilaksanakan murah dari masalah
pada saat tengkulak
merekrut
anggota, RAT
dan saat
monitoring
5. KPSBU Penyetor, Calon | Sudah SHU, Kesehatan Jika
Lembang anggota, terprogram, pinjaman | keluarga melanggar
anggota, dilaksanakan tanpa disiplin:
Fase calon saat merekrut bunga, Peringatan 1,
anggota 2 tahun,| anggota, RAT, | pelayanan 2,3,
Keanggotaan hr§ monitoring, dan | kesehatan diberhentikan
dibuktikan lulus | acara khusus sapi dari anggota
test saat sesuai jadual
pendidikan
keanggotaan
selama 3 hari
6. KUD Karya | Anggota aktif, Belum SHU, Belum ada Belum ada
Teguh anggota tidak terprogram, tidak ada pemberhen-
(Lembang) aktif, non pendekatan beda tian anggota
anggota masih informal, | pelayanan
dilaksanakan ke anggota
pada saat dan non
merekrut anggota
anggota, RAT
dan saat
monitoring
Yang tidak
7. KUD Trisula | Non anggota, Sudah SHU, Belum ada aktif
(Majalengka) | Calon anggota, | terprogram, anggota dikeluarkan
anggota dilaksanakan bisa bayar
(ada fase calon | saat merekrut saat panen,
anggota 6 bulan | anggota, RAT, | ada
monitoring, dan | manfaat
acara khusus harga, non
sesuai jadual anggota
harus cash,
SHU, Belum ada Yang tidak
8. Koptan Non anggota, Sudah anggota aktif
Trisula Calon anggota, | terprogram, bisa bayar dikeluarkan
(Majalengka) | anggota dilaksanakan saat panen,
(ada fase calon | saat merekrut ada
anggota 6 bulan)| anggota, RAT, | manfaat
monitoring, dan | harga, non
acara khusus anggota
sesuai jadual harus cash
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9. KSP Trisula | Non anggota, Sudah SHU, Belum ada Yang tidak
(Majalengka) | Calon anggota, | terprogram, persyarat- aktif

anggota dilaksanakan an lebih dikeluarkan
(ada fase calon | saat merekrut mudah dari
anggota 6 bulan)| anggota, RAT, | bank
monitoring, dan
acara khusus
sesuai jadual

Dari kajian lapangan, satu temuan penting adalalvhananajemen keanggotaan itu
merupakan salah satu kunci untuk eketifitas dasesisi usaha koperasi (keberhasilan usaha
koperasi). Sebagai suatu temuan logisnya, jikeutasi anggota dilakukan dengan baik
seperti yang dilakukan di KPSBU Lembang, maka kasianggota akan sangat baik; jika
kualitas anggota baik maka mereka akan dapat sketssadan demokratis memilih
pengurus koperasi yang baik dan handal; jika persgkmperasinya baik dan handal maka
dia akan mampu mengelola usaha koperasi dengamaaigkan mampu memberikan
pelayanan yang terbaik para anggotanya. Pada HakIsSBU, ada beberapa pikiran dari
para anggota yang sangat kritis dan kreatif, mygal (1) bahwa pada RAT untuk pemilihan
pengurus maka tidak diberlakukan sistem perwak{@nada batasan periode kepengurusan
maksimum dua periode, (3) pengurus hanya adadigag, yaitu Ketua, Sekretaris dan
Bendahara, (4) manajemen koperasi transfaran,5Jgnjaman ke anggota tidak dikenakan
bunga. Keinginan ini telah dirumuskan dalam ADTARPSBU. Dengan pikiran anggota
yang kritis dan progresif ituilah, maka pengurusg/gerpilih adalah para tenaga profesional
muda ydengan latar belakang pendidikan sarjana€dbkwan), dan dengan kemampuan

manajemen dan berbisnis yang sangat baik.

4.7. Kelembagaan
Manajemen koperasi dapat diartikan dalam dua petdek yaitu: Pertama
pendekatan kelembagaan, yaitu merujuk kepada aekejbmpok orang darkedua

pendekatan proses yaitu proses pelaksanaan mamajgam&endiri. Dalam hal pendekatan
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pertama, manajemen koperasi terdiri dari : Rapgy@ta, Pengurus, dana Manajer. Terdapat
hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersedalgm arti bahwa tidak ada satu unsurpun

akan bisa bekerja secara efektif tanpa dibantudithikung oleh unsur-unsur lainnya.

Sementara itu, Roy (1981:425) menyatakan bahwaajm@en koperasi itu
melibatkan 4 unsur yaitu: anggota, pengurus, manaean karyawan. Khusus tentang
karyawan ini dikatakan bahwa mereka itu merupakamgpubung antara manajemen dan

anggota pelanggan.

Dalam hal pendekatan kedua, pengertian manajeroper&si merujuk kepada
proses, Cobia menyatakan bahw@obperative management is the process of pursuing
cooperative objectives by utilizing the resourcesilable to the organization, including
people, capital, and facilitiegCobia, 1989:308). Berdasarkan pendapat diatakandapat
disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah progesencanaan, proses
pengorganisasian, proses kepemimpinan, dan presegepdalian dan penggunaan sumber
daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasg telah ditetapkan. Keempat fungsi

tersebut merupakan kunci bagi keberhasilan suataj@aen.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tenRergoperasian pada pasal
21 menyebutkan bahwa perangkat organisasi kopeediri dari: a) Rapat Anggota, b)
Pengurus, ¢) Pengawas. Artinya, Undang-undang tdakberikan batasan berapa jumlah
pengurus dan bagaimana organisasi pada kepenguaparasi, dengan kata lain Undang-
undang memberikan keleluasaan kepada pihak kopardek menyusun dan mengatur

organisasinya sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam implementasinya di lapangan, ada keragamaada p aspek
kelembagaan/organisasi koperasi terutama dari agpekah pengurus, struktur organisasi
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kepengurusan/manajemen koperasi, dan keberadaajemaladi secara kelembagaan pasal
21 di atas tidak dipandang ada masalaah dalam mnepi&asi di lapangan. Namun,
permasalahan yang timbul adalah pada banyak kasemukan jumlah pengurus yang
melebihi kebutuhan organisasi, keberadaan manajey pelum perlu, dan rentang struktur
organisasi yang terlalu panjang dibuat oleh pihagekasi. Fenomena ini terjadi terutama
disebabkan pertimbangan “kekeluargaan”, yaitu ingmemberikan posisi kepada pihak-

pihak yang dianggap berjasa kepada koperasi.

Ada pula sebuah gagasan dari Untung Wahyudi (200@juk menghilangkan
pengurus dalam struktur organisasi koperasi kareh@san agency-problem dan
menggantinya dengamanajemenyang merupakan tenaga profesional pengelola kspera
yang diangkat oleh Rapat Anggota, menurut perdipandang gagasan yang tidak tepat,
dengan dua alasan: (1) karena koperasi memilikiaktaristik khas vyaitu equalitas
keanggotaan yang ditandai dengane man one vet Dengan karakteristik ini maka,
koperasi sangat rentan terhadap konflik di antaggata, , (2) hubungan antara anggota
dengan koperasi berbeda dengan hubungan antarankensdengan perusahaan, karena
antara anggota dengan koperasi terdapat hubungdanikorganisasional. Dengan dua
kondisi ini maka dalam koperasi diperlukan adangaimpin yang berfungsi mengarahkan,
mengendalikan, dan mengembangkan keanggotaan.nSilai dalam koperasi tugas
pengurus, bukan saja mengembangkan usaha kopéesspi juga mengembangkan
kelembagaan/organisasi koperasi secara keseluriiazk yang dapat melakukan fungsi-

fungsi ini adalah pengurus.

8.8 Pengendalian Internal
Lemahnya pengendalian intern merupakan salah sayepab utama terjadinya

(farud) penyelewengan dalam suatu organisasi koperagertseyang diungkapkan oleh
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Messina ar.d Turpen (1997) yang melakukan surveyatiap lebih dari 4000 koperasi
agrobisnis di Amerika Serikat. Hasil survey ini ragjukan bahwgpoor internal control
(48%) menjadi penyebab utama terjadinya penyelearengal ini dipertegas lagi oleh hasil
survey darKPMG’s 1998 Fraud Survegalam Arens. Et all, (2003) terhadap lebih daf®0
perusahaan/organisasi di Amerika Serikat. Hasivesurini menunjukan bahwaternal
control (51%) menempati urutan kedua setetattification by employe¢58%) dalam hal

mengungkap/mendeteksi adanya penyelewengan (51%).

Sebagai organisasi dibidang ekonomi dan sosiaérasp sangat rawan terhadap resiko

kerugian. Kerawanan tersebut dapat bersumber dauruntern maupun ekstern.
1. Unsur-unsur Intern.
a. Adanya sifat manusia yang curang, ambisi, malaspoé, mau menang sendiri, dan

sekongkol.

b. Organisasi melibatkan banyak orang yang mempunyaakker yang berbeda;
otoriter, demokratis, independent, dan lazies faire

c. Harta kekayaan koperasi relatif besar nilainyarggia perlu diamankan.

d. Kegiatan usaha koperasi semakin kompleks sehinggdu pdiatur prosedur,
pelaksanaan, dan otoritasnya secara baik.

2. Unsur-unsur Ekstern

a. Adanya pihak-pihak atau oknum yang kurang menylegjiatan usaha koperasi
karena persaingan atau faktor-faktor lain.

b. Adanya kecenderungan dari oknum anggota koperasg yeenderung ingin
mendahulukan kepentingan antara lain dengan cara:

» Memanfaatkan celah-celah aturan lemah

» Memanfaatkan kelemahan kepemimpinan koperasi
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» Memanfaatkan kelemahan manajemen koperasi

Penyusunan struktur pengendalian intern sebaikitygatildalam bentuk tertulis
berupa Surat Keputusan (SK) dimana keabsahannye ligoutuskan oleh pihak yang
berwenang. Dalam kehidupan koperasi pihak berwergaligg tinggi adalah Rapat
Anggota (RA), kemudian Pengurus dan Pengawas 8&ateager atau Kepala-kepala
unit. Dalam pengesahan SK perlu diperhatikan segirkitan, bobot masalah dan biaya

sehingga tidak semua SK harus disahkan oleh Rapgidia.

Struktur pengendalian Intern perlu dibuat secartulie sebab ada adagium:
“tidak ada kesalahan, tidak ada sanksi, tanpa adauwsu peraturan yang mendahului,
harus ada kata sepakat dari orang yang berweriagdglam hal ini dapat diputuskan oleh

Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, atau Pejalzatitanjuk.

Penanggungjawab implementasi struktur pengendahidéern adalah seluruh
stakeholder yaitu: anggota, pengawas, pengurus, manajer, dayawan. Pengawas
bertanggung jawab menganalisis dan memastikan hppkagurustermasuk manajer
telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengegkda dan
mengimplementasikan pengendalian intern di kopeyasi Pengawas berkewajiban
memberikan rekomendasi pemenuhan tanggung jawadgaeiana mestinya kepada

pengurus/manajer apabila mereka tidak memenuhgtarggawabnya.

Manfaat dan lingkup Struktur Pengendalian Intedamakoperasi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Struktur Pengendalian Intern dalam kagie

a) Mengamankan harta kekayaan koperasi sekaligus ma&méebocoran
b) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi koperasi

c) Meningkatkan kepastian hukum dalam aturan main mskee koperasi
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d) Sebagai instrumen audit untuk memudahkan penelugigeaterjadi pelanggaran
2. Lingkup Struktur Pengendalian Intern dalam kapesecara umum dibagi dalam dua

bidang sebagai berikut:

a) Struktur Pengendalian Intern manajemen. Tujuarnumntuk memastikan apakah
pelaksana mentaati semua prosedur yang ada deegan dan apakah prosedur

yang ada telah menjamin efesiensi. Sasarannyahadala

» Tepat prosedur, dapat dinilai dari kecepatan meayan pekerjaan dengan
biaya yang lebih murah.

» Tepat pelaksana, berpengetahuan dan trampil, ddipdai dari tingkat
kerajinan, ketelitian/kesalahan, dan volume pekerjgang diselesaikan.

» Tepat otoritas, pemisahan wewenang, delegasi, taggmawab dapat dinilai
dari tingkat kepemimpinan, tanggung jawab terhapelperjaannya maupun
pekerjaan bawahannya.

b) Struktur Pengendalian Intern akuntansi. Tujuanngéuku memastikan apakah
semua transaksi telah dicatat dengan benar setaradd® Akuntansi Keuangan
(SAK). Sasarannya: tepat prosedur, tepat jumlai/nitepat waktu, tepat
pencatatan, dan tepat otoritas.

Untuk implementasi pengendalian internal ini dipkan pemahaman yang
memadai dari pihak pengelola koperasi, khususnygang akuntansi koperasi. Ini
ditegaskan oleh Nurrohman Harimulyono (2006) dalesimpulan tesisnya tentang
Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Struktur Penganddhtern, Permodalan dan
Pengetahuan Manajemen tentang Akuntansi (PSAK) KoT@rhadap Keberhasilan
Koperasi pada KPRI di Kabupaten Mojokerto, bahwagetahuan pengelola koperasi
tentang akuntansi koperasi berpengaruh positiatiap keberhasilan koperasi. Hal ini

berarti semakin baik tingkat pengetahuan pengélofeerasi tentang akuntansi koperasi

(PSAK 27) dalam koperasi maka akan meningkatkaerkelsilan koperasi.
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Dari hasil kajian di lapangan diperoleh temuanwshperangkat aturan tentang
pengendalian internal di koperasi sudah memadamudapengendalian internal di
koperasi sering tidak efektif karena adanya kesdakbangan pemahaman tentang
manajemen koperasi secara keseluruhan ataupun enarajkeuangan koperasi secara
khusus pada sebagian dari unsur koperasi khysupara anggota koperasi.
Ketidakseimbangan pemahaman ini cenderung menkabuhiskomunikasi di antara
pengurus dengan anggota dan menimbulkan tindakdakan manipulatif dari pihak
pengelola koperasi. Oleh karena itu, efektivitasigemdalian internal di koperasi
berkaitan erat dengan tingkat pemahaman anggdtad&p manajemen koperasi, dan
dengan sendirinya berkaitan erat dengan efektiyptagram pendidikan anggota. Dari
hasil kajian di lapangan, ditemukan bahwa sembkiik program pendidikan anggota,
maka pelaksanaargood corporate governancali koperasi semakin baik, dan
pengendalian internal juga semakin baik. Selain pada koperasi-koperasi maju,
pelaksanaan pengendalian intern selain telah ditakgecara melembaga oleh perangkat

koperasi sendiri, juga telah mampu memanfaatkaakpalditor dari eksternal.

Temuan penulis sejalan dengan kesimpulan Nurrohh@mmulyono (2006)
bahwa sebagian besar koperasi yang gagal usahak (t#ktif) adalah akibat
penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pengurwdam Pengawas dan anggota

koperasi harus lebih meningkatkan pengawasannya.

4.9 Laporan Keuangan dan Penataan Permodalan

Permodalan koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992ub&ber dari modal sendiri

dan modal asing. Penambahan modal asing bagi lsipheaus tetap memperhatikan

keseimbangan permodalan secara kuantitatif. Perfeanbmodal asing memberikan efek

yang menguntungkan terhadap modal sendiri apadiéaof returndari penambahan modal
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asing tersebut lebih besar daripada biaya modataabunga. (Bambang, 1994:41). Karena
modal asing atau pinjaman akan membawa resiko gakgp serius apabila terlalu besar
jumlahnya, sehingga memungkinkan koperasi tidakatlapengembalikan baik pokok
pinjaman maupun bunga tepat pada waktunya. Untukuinlahnya harus dibatasi sampai
suatu jumlah dimana koperasi terjamin dapat melagyas Seperti yang diungkapkan oleh
Roy (1981:344)

“Enough equity capital must be provided on a pererarbasic to ensure that the

cooperative will be sufficiently free from credgoclaims to ferform the needed

services. To require a minimum of $1.00 of equity$fL.00 of creditor capital is a

sound rule of financing, a net worth of 50% of t@atssets is desirable goal for most
cooperative otherwise creditor will own a mayouwtythe the assets”.

Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan tidagcigsk usaha kecil menengah
dan koperasi mampu mengembangkan usahanya, dépat dari kondisi kinerjanya yang
dapat diukur dari berbagai macam pendekatan tenggntlari sisi mana suatu analisis
digunakan. Sutyastie dan Hastuti (2002:15) dalarjiakaya tentang kinerja koperasi

mengungkapkan pengukuran kinerja koperasi dibagibdgian:

“Pertama menggunakan analisis finansial yang mejigasio likuiditas, rasio
solvabilitas, rasio rentabilitas, rasio profitataii, kegiatan usaha, permodalan, serta
peranan usaha penunjang. Sedangkan non finansiahldis melalui; partispasi
anggota, produktifitas karyawan dan manajer koeras

Sebagaimana pengertian koperasi merupakan kumgatanrang-orang, dimana
maksud pemberian penekanan bahwa koperasi bukamukamn dari modal (pemodal).
Walaupun koperasi wadah kumpulan dari pemodalklatta berarti bahwa modal tidak
penting bagi koperasi, justru modal bagi koperdsiah bagaikan darah bagi tubuh manusia
(Hendrojogi, 1998:179) karena modal merupakan ssdén produksi yang vital dalam setiap

badan usaha termasuk koperasi.
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Permodalan koperasi menurut UU No. 25 Tahun 18&2ang perkoperasian
terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Mosendiri dapat berasal dari: Simpanan

pokok, Simpanan wajib, Dana cadangan dan Hibah

Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama bHamya yang
harus disetorkan pada waktu masuk menjadi ang§atgpanan pokok tidak dapat diambil

kembali selama yang bersangkutan masih menjadicéaggperasi.

Simpanan wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dib@gh anggota
dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnyabiidgn. Simpanan wajib dapat diambil
kembali dengan cara-cara yang diatur lebih lanalard anggaran dasar, anggaran rumah

tangga dan keputusan rapat anggota.

Dana cadangan adalah sejumlah uang diperoleh dari penyisihaa Basil usaha,
yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan umiekutup kerugian koperasi bila

diperlukan.

Modal koperasi yang berasal dari penyetoran angdapat berbentuk simpanan

pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Simpanan sukarelg adalah suatu jumlah dalam nilai uang yang disenaloleh
anggota atau bukan anggota kepada koperasi atandadh sendiri sebagai simpanan.

Simpanan sukarela dapat diambil kembali setip saat.

Selain tentang permodalan seperti dijelaskan @i &tadang-undang Perkoperasian
menjelaskan juga tentang kedudukan SHU dan komsiritBHU terhadap permodalan

koperasi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

94



(1) Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatam diperoleh dalam satu tahun buku
dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajibimmya termasuk pajak dalam tahun
buku yang bersangkutan

(2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadadipagikan kepada anggota sebanding
dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masiggota dengan koperasi, serta
digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperadamn keperluan lain dari koperasi,
sesuai dengan keputusan Rapat Anggota

(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkam dRépat Anggota

Selain dari modal sendiri untuk mengembangkan umahakoperasi dapat
menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikaayddedn dan kelangsungan
usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari: Amggétoperasi lainnya dan atau
anggotanya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, &uaih yang sah (UU No. 25 Tahun

1992)

Pinjaman yang diperlukan dari anggota termasuknca@oggota yang memenuhi
syarat. Pinjaman dari koperasi lainnya dan ataga@magya didasari dengan perjanjian kerja
sama antar koperasi. Pinjaman dan Bank dan lemikagangan lainnya dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undarmgen berlaku. Sumber lainnya yang
sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang disakuldak melalui penawaran secara
umum. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnyakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berapa jumlah modal yang dibutuhkan oleh sebualedasp sangatlah tergantung
dari besar dan kecilnya kegiatan usaha yang dikalammodal bagi koperasi sangat penting
artinya dalam menjalankan usahanya, namun yanly pednting dan harus diperhatikan oleh
pengurus koperasi adalah tentang pengelolaan ndatalpendayagunaannya agar usaha

koperasi dapat berjalan dengan baik dan terus indrkeg.

Untuk pentaan permodalan di koperasi, Hendroj@§P8:181-182) menggariskan
ada beberapa prinsip yang perlu dipatuhi dalanakaita dengan permodalan, yaitu:
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e. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi hetas berada ditangan anggota dan
tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dgargy bisa ditanam oleh seseorang
anggota dalam koperasnémbers investgsdan berlaku ketentuan satu anggota satu
suara.

f. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usattgpbegrmanfaat bagi anggota.

g. Bahwa kepada modal hanya diberikan balas jasatéerbai adalah sesuai dengan azas
koperasi yaitu fimited returns on equity capital

h. Bahwa untuk membiayai usaha-usaha secara efesieperdsi pada dasarnya
membutuhkan modal yang cukup.

I. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat mambambentukan modal baru. Hal
ini diantaranya dapat dilakukan dengan menahangsgbadari keuntungan (SHU) dan
tidak dibagikan semua kepada anggota.

j. Bahwa kepada saham koperasi (share) atau simpakahk pdak bisa diberikan premi
di atas nilai nominalnya, meskipun seandainya bil&iunya bisa saja bertambah.

Berkaitan dengan permodalan ini, Moh Hatta (19&)gydikutip oleh Sutaryo Salim
(1991) mengemukakan bahwa hambatan yang paling autdalam koperasi ialah
manajemen dan permodalan. Sejalan dengan ini, nk&tu(1980) koperasi sebagai
organisasi swadaya mengalami kelemahan struktueal enenurut Stockhausen (1980)
dengan sendirinya (inhaerent) akan mengalami kasutlalam permodalannya, mengingat
koperasi sebagai organisasi yang anggotanya selpmmailik sekaligus juga sebagai
pelanggan iflentity principlg dan karena prinsip-prinsip (sendi-sendi dasar)gyaarus

menjadi pegangan dalam operasinya.

Salah satu penyebab kelemahan struktural permodalkoperasi adalah penerapan
prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbufal ini dinyatakan oleh Sutaryo Salim
(1991) dalam disertasinya yang mengkaji tentang ndjganmen Permodalan serta
hubungannya dengan penerapa sendi-sendi dasarakpppartisipasi anggota, peranan
pemerintah dan lingkungan pasar pada Koperasi Daga di Jalur Pantura Jawa Barat

bahwa asas sukarela dan terbuka itu dapat berdangumif bagi kelangsungan koperasi,
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karena berdampak kepada kelemahan struktural dedalmngan koperasi yang disebabkan
oleh berfluktuasinya modal sendiri koperasi. Okalnena itu Sutaryo Salim menyarankan
bahwa penerapan prinsip keanggotaan sukarelaeiboka tidak berarti bahwa anggota
secara mutlak bebas masuk dan keluar setiap waldnyimpan atau menarik modal di
koperasi. Seseorang dapat masuk atau keluar d@er&si sepanjang tidak merusak
kepentingan anggota lain dan sepanjang dia tidd&nggar peraturan di koperasinya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Hindersah Wiratmé@)80) yang mengatakan bahwa
kelemahan itu dalam arti jumlah modal yang sulgdsekarena kebanyakan anggota adalah
orang kecil (pendapatan rendah, perusahaan kexiljuinlahnya tidak stabil akibat anggota
bebas keluar masuk. Bagi orang yang berjiwa indafidtis kapitalistik koperasi tidak
menarik karena hanya memberikan bunga terbatadatanmendapat bagian dari SHU jika
aktif membeli keluaran koperasi. Prinsip bungébdtas atas modal tidak memberikan

insentif untuk meningkatkan modal karena tidak akemambah bagian pendapatannya.

Sebagaimana dalam perusahaan pada umumnya, dapsragiopun, aspek penting
yang berakitan dengan penataan permodalan adapeitate keuangan, karena laporan
keuangan menggambarkan kondisi usaha koperasiJigggkanenggambarkan penataan
permodalan di koperasi. Oleh karena itu, penataamg@dalan dan laporan keuangan di
koperasi harus mencerminkan nilai, prinsip dan amjukoperasi. Gagasan ini dapat

diwujudkan di koperasi sebagai berikut:

Implementasinya dalam permodalan dan laporan

Prinsip koperasi keuangan

Patronage refund Harus ada pemisahan catatanaksam@sitara anggota
dengan bukan anggota, dengan pengkodean yang
berbeda. Ini menuntut administrasi di koperasi yang
lebih cermat, namun penggunaan komputer akan
membantu.  Penggunaan sistem ini di Koperasi
Keluarga Besar Mahasiswa IKOPIN telah dapat
dilakukan dengan baik. Pada koperasi yang dikaji di
Jawa Barat dan Sulawesi Utara, hanya empat |dari
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sembilan koperasi yang menerapkan prinsip ini.

Keanggotaan sukarela Harus ada penyetaraan nifgiasian anggota baru
dengan anggota lama. Pertimbangannya adalah karena
anggota lama secara kumulatif telah menyimpan lebih
besar dibanding anggota baru, sementara fagjlitas
pelayanan dari koperasi bagi anggota baru dan |ama
sama saja.

Promosi ekonomi anggota Harus ada laporan khusamegsi ekonomi anggota.
Ini telah diarahkan oleh PSAK no. 27. Yang dimaksud
promosi ekonomi anggota adalah selisih harga yang
diberikan oleh koperasi kepada para anggota
dibanding dengan harga di pasar.

Dari aspek sumber permodalan, idealnya koperasatdagmenuhi kebutuhan
modalnya dengan urutaalternatif pertamadari internal (dana cadangan/SHU), namun
kenyataannya hal ini sulit karena adanya distriilJ, preferensi anggota koperasi yang
lebih menghendaki SHU dibagikan, dan nilai SHU yeasigtif kecil karena sebetulnya SHU
merupakan sisa dari selisih harga. Sumber permodalstan keduaadalah dari modal
sendiri, namun yang ini pun sulit, selain karenmn&mpuan anggota terbatas, juga ada
hambatan prosedural di organisasi koperasi, atdardahwa keputusan-keputusan penting,
seperti penaikan simpanan nanggota harus diputuskéalui rapat anggota koperasi. Urutan
alternatif sumber permodalan ketigalalah pinjaman dari luar. Namun yang ketiga um p
sulit bagi koperasi, karena persoalan jaminanaskepercayaan dari pihak luar kepada
koperasi. Oleh karena itu, pada aspek permodadperksi ini, perlu dukungan bantuan
pemerintah berupa program-program dana bergulir kiadit dengan persyaratan dan biaya

yang lebih meringankan koperasi.

4.10 . Konsep Manfaat Koperasi
Bila koperasi mampu bekerja secara efektif danieiesaka koperasi akan mampu

memberikan manfaat koperasi kepada anggotanya ddegejahteraan anggota. Penelitian
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berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengarumfaza koperasi pernah dilakukan oleh
Ramudi Arifin, (2001:170), dalam penelitian terseldiuraikan ada dua variabel yang
mempengaruhi manfaat koperasi yaitu skala ekonoam thiaya organisasi. Dalam
kesimpulannya dinyatakan bahwa:’apabila biaya mijkat KUD turun sebesar 10 persen
maka nilai manfaat harga pupuk akan naik sebesa6 persen. Hal ini berarti pengeluaran
biaya di tingkat KUD dalam keadaan ekonomis, ditkap oleh parameter & 1,42641".
Dalam penelitian yang lain, Sahabudin Mustapa (IH5menyatakan bahwa: “setelah
dilakukan analisis dengan menggunakan uji beda rkatkgonen manfaat yang memberikan
kepuasan positif yang optimum adalah harga danigiad sedangkan komponen investasi,
modal, dan peluang meningkatkan produksi masihnbelptimum”. Kedua hasil penelitian
tersebut membuktikan suatu teori yang menyatakémvéalalam jangka panjang koperasi
harus selalu menawarkan harga beli dan harga jpmad ypaling menguntungkan anggota
(Jokisch, 1994:23). Dengan landasan kerangka lreditas maka dalam penelitian ini
menduga bahwa manfaat koperasi di pengaruhi olahiaboperasional. Semakin rendah
biaya operasional yang dikeluarkan koperasi makan alemakin tinggi manfaat Koperasi

yang akan diterima oleh anggo@opperative effeft

Di dalam PSAK No 27 tahun 1999 paragraf 80 didebutbahwa manfaat ekonomi
langsung bagi anggota berupa harga, yaitu harganpadan jasa (dalam pembelian dan
penjualan). Dalam pembelian barang oleh anggotaeflasi Konsumen), manfaat harga
berupa selisih harga antara koperasi dengan hardaad koperasi. Seharusnya harga
koperasi lebih murah daripada harga di luar kopesetingga anggota Koperasi memperoleh

manfaat efesiensi pembelian.

Sahabuddin Mustafa (1995:90) dalam thesisnya pengdul Analisis dampak koperasi

terhadap anggota (suatu kasus unit usaha cokla gagerasi Unit Desa Mandiri di
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Kabupaten Donggala menyimpulkan bahwa setelalakuklan analisis dengan
menggunakan uji beda, maka komponen manfaat yamgosrékan kepuasaan positif yang
optimum adalah harga dan pendidikan sedangkan keempmvestasi, modal dan peluang

meningkatkan produksi masih belum optimum.

Casca dari disertasinya tentang Pengaruh manajémanggoltaan terhadap manfaat
koperasi. Suatu studi pada koperasi tempe tahwunésii® di Provinsi Jawa Barat dan Banten.
menyimpulkan :1. manfaat koperasi mempunyai pergeelatif besar terhadap partisipasi
kontributif dan partisipasi intensif. 2. Manajemleganggotaan mempunyai pengaruh tidak
langsung relatif besar terhadap manfaat koperala partisipasi kontributif, partisipasi

intensif, akumlulasi modal, volume transaksi, day# operasional.

Orang tidak tertarik menjadi anggota KUD karena s&mrang (anggota dan bukan
anggota) dapat memperoleh pelayanan/manfaat yang dari KUD atauree riders effect
Dimana anggota dianggap sebagai seb&gai rider (free riders merteka memperoleh
pelayanan dari koperasi sama dengan pelayanandipapleh anggota. Padahal anggota
harus memenuhi kewajiban tertentu lebih dahulubAkiya tidak mendorong orang untuk

menjadi anggota (Hindersah wiratmadja, 1998).
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